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Kata Pengantar

Buku ini lahir dari kesadaran bahwa demokrasi daerah tidak pernah sepenuhnya selesai. la
bukan sekadar rangkaian prosedur formal, bukan pula kumpulan lembaga yang bekerja secara
terpisah, melainkan proses sosial yang hidup—dibentuk, diuji, dan dirawat melalui relasi
antara warga, institusi, dan individu yang menjalankan mandat publik. Dalam konteks inilah,
tugas pokok, fungsi, dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak kami baca sebagai
kinerja institusional semata, melainkan sebagai cermin kualitas relasi demokratis di tingkat
daerah.

Pengalaman riset publik terapan menunjukkan bahwa pendekatan evaluatif yang terlalu cepat
memberi label—baik—buruk, berhasil-gagal —sering kali justru menutup ruang belajar. Indeks
dan skor memang memberi kemudahan baca, tetapi tidak selalu memberi kedalaman makna.
Buku ini memilih jalan lain: memotret dan memetakan relasi personal, sosial, dan institusional
yang membentuk praktik perwakilan sehari-hari. Pilihan ini bukan upaya menghindari
tanggung jawab, melainkan ikhtiar menjaga agar riset tetap berfungsi sebagai ruang refleksi,
bukan alat vonis.

Kami meyakini bahwa peningkatan peran DPRD tidak dapat dilepaskan dari peran warga
masyarakat. Hak warga adalah sumber energi demokrasi, sementara kewajiban warga
menjaga kualitas partisipasi merupakan prasyarat keberlanjutan perwakilan. Dengan
demikian, kinerja DPRD adalah tanggung jawab kolektif—hasil interaksi berulang antara
institusi yang bekerja, warga yang terlibat, dan sistem yang menopang keduanya.

Buku ini juga merupakan pernyataan metodologis. Riset publik terapan kami pahami sebagai
proses pembelajaran sosial yang berulang, terbuka untuk dikritik, dan siap diperbaiki. Data
tidak kami perlakukan sebagai kebenaran final, melainkan sebagai gejala sosial yang perlu
dimaknai secara kontekstual. Dalam demokrasi, data yang tidak dibaca dengan rendah hati
berisiko menjadi alat pembenaran, bukan sarana pemahaman.

Melalui buku ini, Wellbeing Institute tidak bermaksud menawarkan resep kebijakan atau
model tunggal perbaikan demokrasi daerah. Yang kami tawarkan adalah kompas reflektif —
seperangkat cara pandang untuk membantu DPRD, pemerintah daerah, dan warga melihat
relasi yang selama ini bekerja, tersumbat, atau perlu dirawat kembali. Setiap daerah memiliki
konteks dan dinamika sendiri; karena itu, pembacaan dan pemanfaatan buku ini sepenuhnya
kami serahkan pada kebijaksanaan para pembacanya.

Akhir kata, kami percaya bahwa demokrasi yang sehat tidak lahir dari kesempurnaan institusi
atau ketepatan angka semata, melainkan dari kesediaan bersama untuk terus belajar,
mendengar, dan memaknai realitas publik dengan jujur dan bertanggung jawab. Semoga buku
ini dapat menjadi bagian kecil dari upaya merawat demokrasi daerah sebagai tanggung jawab
bersama.
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BAB | — PENDAHULUAN: KINERJA DPRD DALAM RELASI DEMOKRATIS

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam wacana publik sering kali dipahami secara
sempit sebagai capaian formal lembaga: jumlah produk legislasi, intensitas rapat, atau
kepatuhan terhadap prosedur administrasi. Cara pandang ini cenderung menempatkan DPRD
sebagai entitas teknokratis yang berdiri sendiri, terpisah dari relasi sosial dan politik yang
melahirkannya. Padahal, sebagai lembaga perwakilan, DPRD adalah manifestasi konkret dari
demokrasi lokal yang hidup, dengan segala ketegangan, harapan, dan keterbatasannya.

Dalam demokrasi perwakilan, kinerja tidak pernah bersifat netral atau murni institusional. Ia
selalu lahir dari interaksi antara mandat formal dan realitas sosial. Anggota DPRD menjalankan
tugasnya di tengah tekanan konstituen, dinamika partai politik, relasi dengan pemerintah
daerah, serta ekspektasi publik yang sering kali saling bertentangan. Oleh karena itu,
memahami kinerja DPRD tanpa membaca relasi-relasi tersebut berarti mengabaikan konteks
utama yang membentuk cara lembaga ini bekerja.

Pendekatan evaluatif yang menempatkan DPRD sebagai objek penilaian tunggal berisiko
menyederhanakan persoalan demokrasi lokal. Ketika kinerja dipersempit menjadi skor atau
label baik—buruk, diskursus publik cenderung berhenti pada siapa yang patut disalahkan,
bukan pada bagaimana sistem demokrasi bekerja atau gagal bekerja. Dalam situasi ini, kritik
kehilangan daya transformatifnya dan berubah menjadi tekanan simbolik yang defensif.

Pendahuluan ini berangkat dari pemahaman bahwa kinerja DPRD merupakan refleksi kualitas
relasi demokratis antara warga dan institusi perwakilan. Relasi tersebut tidak hanya tercermin
dalam momen elektoral, tetapi juga dalam praktik keseharian: bagaimana aspirasi
disampaikan, bagaimana kritik dikelola, dan bagaimana keputusan publik dipahami bersama.
Kinerja DPRD, dengan demikian, tidak dapat dilepaskan dari cara warga memaknai dan
menjalankan peran kewargaan mereka.

Hak warga untuk berpartisipasi, mengawasi, dan menyuarakan kepentingan publik sering
diposisikan sebagai faktor eksternal terhadap kinerja DPRD. Padahal, hak-hak tersebut adalah
bagian integral dari ekosistem kerja perwakilan. Ketika hak ini tidak digunakan, atau digunakan
secara seremonial, DPRD bekerja dalam ruang sosial yang miskin umpan balik. Sebaliknya,
partisipasi yang aktif dan reflektif memperkaya proses representasi dan membuka ruang
peningkatan peran DPRD.

Namun, hak tidak berdiri sendiri tanpa kewajiban. Demokrasi perwakilan mensyaratkan
tanggung jawab warga untuk terlibat secara sadar, menjaga kualitas dialog publik, dan
menghindari reduksi politik menjadi sekadar ekspresi kemarahan atau kekecewaan. Tanpa
kesadaran ini, tuntutan atas kinerja DPRD berpotensi menjadi ekspektasi sepihak yang tidak
ditopang oleh praktik demokrasi yang sehat.

Kinerja DPRD juga dipengaruhi oleh relasi personal para anggotanya dengan peran yang
mereka emban. Kapasitas individu, pengalaman politik, dan etika personal berinteraksi
dengan tekanan struktural dan sosial. Membaca relasi personal bukan untuk menghakimi
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karakter, melainkan untuk memahami bagaimana peran perwakilan dijalani dalam kondisi
nyata yang kompleks dan sering kali ambigu.

Relasi sosial antara DPRD dan masyarakat menjadi ruang penting tempat legitimasi perwakilan
dibangun atau terkikis. Pola komunikasi yang tertutup, dialog yang bersifat simbolik, atau
partisipasi yang dimediasi secara elitis dapat melemahkan fungsi representasi. Sebaliknya,
relasi sosial yang terbuka dan berkelanjutan memungkinkan DPRD menjalankan tugasnya
sebagai penghubung antara pengalaman warga dan kebijakan publik.

Di sisi lain, relasi institusional menentukan sejauh mana DPRD mampu bekerja secara efektif.
Tata kelola internal, dukungan sekretariat, serta hubungan dengan pemerintah daerah
membentuk lingkungan kerja yang dapat memperkuat atau justru membatasi peran DPRD.
Kelemahan institusional sering kali disalahartikan sebagai kegagalan personal, padahal akar
persoalannya terletak pada desain dan praktik sistemik.

Dengan membaca kinerja DPRD sebagai hasil interaksi personal, sosial, dan institusional,
pendahuluan ini menolak logika simplifikasi. Demokrasi lokal dipahami sebagai sistem
relasional yang saling bergantung, di mana perubahan pada satu unsur tanpa perbaikan unsur
lain akan menghasilkan ketimpangan baru. Pendekatan ini mendorong pembacaan yang lebih
dewasa dan kontekstual terhadap kinerja lembaga perwakilan.

Dalam kerangka tersebut, riset publik terapan tidak dimaksudkan sebagai alat evaluasi final,
melainkan sebagai ruang refleksi bersama. Riset berfungsi membantu semua pihak melihat
pola relasi yang selama ini dianggap wajar atau tidak terlihat. Dengan cara ini, riset menjadi
bagian dari proses pembelajaran demokratis, bukan instrumen legitimasi atau delegitimasi
institusi.

Bab pendahuluan ini menegaskan bahwa peningkatan tugas pokok, fungsi, dan peran DPRD
adalah tanggung jawab kolektif. la bergantung pada kesediaan institusi untuk belajar, serta
pada kematangan warga dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Di titik inilah posisi etis
Wellbeing Institute ditegaskan: merawat demokrasi lokal melalui pemahaman relasi, bukan
melalui vonis kinerja.

1.1 Latar Belakang: Dari Kinerja Institusi ke Relasi Sosial

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama ini kerap dipahami sebagai hasil kerja
institusi yang dapat diukur secara terpisah dari konteks sosialnya. Indikator formal, prosedur
administratif, dan capaian normatif sering dijadikan tolok ukur utama. Pendekatan ini
menempatkan DPRD seolah-olah bekerja dalam ruang steril yang bebas dari pengaruh relasi
warga, dinamika politik, dan budaya partisipasi lokal.

Padahal, DPRD lahir dari proses demokrasi yang bersifat relasional. la merupakan produk dari
pilihan politik warga, ekspektasi sosial, serta interaksi berkelanjutan antara institusi dan
masyarakat. Dengan demikian, kinerja DPRD tidak dapat dilepaskan dari kualitas relasi sosial
yang menopangnya. Ketika relasi tersebut rapuh, kinerja institusi pun cenderung mengalami
distorsi.
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Latar belakang riset ini berangkat dari kesadaran bahwa demokrasi lokal tidak hanya
dijalankan melalui mekanisme formal, tetapi juga melalui praktik sosial sehari-hari. Cara warga
menyampaikan aspirasi, cara DPRD merespons kritik, dan cara kebijakan dipahami bersama
membentuk ekosistem kinerja yang tidak selalu terlihat dalam laporan resmi.

Pendekatan yang berfokus pada relasi sosial memungkinkan pembacaan kinerja yang lebih
kontekstual. Kinerja tidak lagi dilihat sebagai hasil akhir yang statis, melainkan sebagai proses
dinamis yang dipengaruhi oleh interaksi berulang antara aktor-aktor demokrasi. Dalam
konteks ini, kegagalan atau keterbatasan kinerja menjadi sinyal relasional, bukan semata
kesalahan institusional.

Dengan menggeser fokus dari institusi ke relasi, riset ini menempatkan DPRD dan masyarakat
dalam satu ruang analisis yang setara. Keduanya dipahami sebagai subjek yang saling
memengaruhi, bukan sebagai pihak yang saling berhadapan. Pergeseran ini penting untuk
menghindari pembacaan yang menyederhanakan persoalan demokrasi lokal.

Latar belakang ini menegaskan bahwa peningkatan tugas pokok, fungsi, dan peran DPRD
hanya mungkin terjadi jika relasi sosial yang menopangnya juga diperkuat. Tanpa pemahaman
relasional, upaya peningkatan kinerja berisiko menjadi teknokratis dan kehilangan makna
demokratisnya.

1.2 Posisi Riset: Menghindari Vonis, Merawat Refleksi

Riset tentang kinerja DPRD sering kali terjebak dalam logika penilaian dan peringkat.
Pendekatan semacam ini secara tidak langsung memosisikan riset sebagai alat vonis, yang
menentukan baik atau buruknya suatu lembaga. Dalam konteks politik lokal, logika vonis ini
kerap memicu resistensi dan defensivitas, sehingga menutup ruang pembelajaran.

Posisi riset ini secara sadar mengambil jarak dari pendekatan evaluatif yang final. Riset tidak
dimaksudkan untuk memberikan label atau legitimasi, melainkan untuk membuka ruang
refleksi bersama. Dengan demikian, riset diposisikan sebagai cermin, bukan palu hakim.

Menghindari vonis bukan berarti meniadakan kritik. Sebaliknya, kritik ditempatkan sebagai
bagian dari proses belajar institusional dan sosial. Kritik dibaca sebagai informasi relasional
yang menunjukkan di mana komunikasi tersumbat, kepercayaan melemah, atau ekspektasi
tidak selaras.

Posisi reflektif memungkinkan DPRD dan masyarakat melihat diri mereka sendiri dalam hasil
riset. Alih-alih merasa dinilai dari luar, para aktor demokrasi diajak memahami pola-polarelasi
yang selama ini mereka jalani. Pendekatan ini membuka kemungkinan perubahan yang lebih
berkelanjutan.

Dalam kerangka ini, riset publik terapan tidak mengklaim kebenaran tunggal. Temuan riset
dipahami sebagai potret sementara dari relasi yang terus bergerak. Dengan demikian, hasil
riset selalu terbuka untuk ditinjau ulang, diperdebatkan, dan diperkaya oleh pengalaman
sosial berikutnya.
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Posisi riset yang reflektif ini sejalan dengan etika Wellbeing Institute, yang memandang riset
sebagai bagian dari proses demokrasi, bukan sebagai alat kekuasaan pengetahuan.

1.3 Tujuan dan Manfaat Riset Publik Terapan

Tujuan utama riset ini adalah memahami kinerja DPRD sebagai hasil interaksi personal, sosial,
dan institusional. Riset tidak berangkat dari keinginan untuk mengukur keberhasilan semata,
tetapi untuk membaca prasyarat-prasyarat yang memungkinkan peningkatan tugas dan peran
DPRD secara berkelanjutan.

Riset ini bertujuan menyediakan pemetaan relasi yang selama ini sering tidak terlihat dalam
diskursus kebijakan. Dengan memetakan relasi, riset membantu mengidentifikasi titik-titik
rapuh dan potensi penguatan dalam demokrasi lokal. Pemetaan ini menjadi dasar bagi dialog
yang lebih substantif antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Manfaat riset bagi DPRD terletak pada kemampuannya untuk menjadi bahan refleksi internal.
DPRD dapat menggunakan hasil riset untuk memahami bagaimana kinerjanya dipersepsikan
dan bagaimana relasi sosial memengaruhi pelaksanaan tupoksi. Dengan demikian, riset
berfungsi sebagai alat pembelajaran, bukan tekanan politik.

Bagi masyarakat, riset ini memberikan pemahaman bahwa kinerja DPRD tidak sepenuhnya
berada di luar kendali warga. Riset menegaskan peran hak dan kewajiban warga dalam
membentuk kualitas perwakilan. Manfaat ini penting untuk mendorong partisipasi yang lebih
sadar dan bertanggung jawab.

Bagi pemerintah daerah, riset publik terapan ini menyediakan perspektif relasional dalam
membaca kinerja lembaga perwakilan. Perspektif ini membantu menghindari pendekatan
sektoral yang memisahkan DPRD dari ekosistem demokrasi daerah secara keseluruhan.

Secaralebih luas, riset ini berkontribusi pada penguatan demokrasi lokal dengan menyediakan
pengetahuan yang bersifat reflektif dan kontekstual. Pengetahuan semacam ini lebih relevan
untuk pembelajaran kebijakan dibandingkan data yang bersifat statis dan ahistoris.

1.4 Batasan dan Ruang Lingkup Kajian

Riset ini menyadari sejak awal bahwa tidak semua aspek kinerja DPRD dapat dijangkau secara
menyeluruh. Kinerja dipahami sebagai fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh banyak
faktor, sebagian di antaranya berada di luar jangkauan riset publik terapan. Kesadaran atas
batasan ini merupakan bagian dari kejujuran metodologis.

Ruang lingkup kajian difokuskan pada relasi personal, sosial, dan institusional yang berkaitan
langsung dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan peran DPRD. Kajian tidak dimaksudkan
untuk menilai kinerja individu secara moral, melainkan untuk memahami pola relasi yang
memengaruhi praktik perwakilan.
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Riset ini tidak mencakup audit hukum atau evaluasi kepatuhan formal secara rinci. Aspek-
aspek tersebut diperlakukan sebagai konteks, bukan sebagai objek utama analisis. Fokus riset
tetap pada dinamika relasi demokratis yang membentuk kinerja.

Batasan lain terletak pada sifat data yang bersifat potret pada periode tertentu. Riset ini tidak
mengklaim mampu menangkap seluruh dinamika jangka panjang. Oleh karena itu, hasil riset
harus dibaca sebagai bagian dari proses pembelajaran berulang, bukan sebagai kesimpulan
final.

Dengan menetapkan batasan secara eksplisit, riset ini menghindari klaim berlebihan atas
temuannya. Sikap ini penting untuk menjaga integritas metodologis dan mencegah politisasi
hasil riset.

Ruang lingkup dan batasan yang jelas memungkinkan riset ini berfungsi secara tepat guna:
sebagai alat refleksi, pemetaan, dan dialog. Dalam batas itulah riset publik terapan ini
diharapkan memberi kontribusi nyata bagi perbaikan relasi demokratis di tingkat daerah.
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BAB Il — KERANGKA KONSEPTUAL RELASI PERSONAL-SOSIAL-INSTITUSIONAL

Kerangka konseptual dalam bab ini dibangun atas pemahaman bahwa kinerja Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah tidak pernah lahir dari satu sumber tunggal. la merupakan hasil
interaksi berlapis antara individu yang menjalankan mandat, masyarakat yang memberi
legitimasi, dan institusi yang menyediakan aturan serta sumber daya. Dengan demikian,
analisis kinerja DPRD perlu bergeser dari pendekatan linear menuju pendekatan relasional
yang mampu menangkap kompleksitas demokrasi lokal.

Relasi personal merujuk pada dimensi individu anggota DPRD sebagai pelaku perwakilan.
Dimensi ini mencakup kapasitas, pengalaman, etika, serta cara individu memaknai peran
publiknya. Namun, kerangka konseptual ini menolak pembacaan personal yang moralistik.
Individu dipahami sebagai aktor yang bekerja dalam batasan struktural dan tekanan sosial
tertentu, sehingga perilaku personal selalu terkait dengan konteks yang lebih luas.

Relasi sosial menempatkan DPRD dalam jejaring hubungan dengan warga masyarakat. Di
dalamnya terdapat proses komunikasi, artikulasi aspirasi, pembentukan kepercayaan, serta
dinamika partisipasi publik. Relasi sosial ini menentukan sejauh mana fungsi representasi
dapat dijalankan secara bermakna. Tanpa relasi sosial yang hidup, tugas dan fungsi DPRD
berisiko menjadi prosedur formal yang terlepas dari pengalaman warga.

Relasi institusional mengacu pada tata kelola internal DPRD dan hubungannya dengan
eksekutif, partai politik, serta perangkat pendukung lainnya. Kerangka ini memandang institusi
bukan sekadar struktur administratif, melainkan lingkungan yang membentuk kemungkinan
tindakan individu dan kualitas relasi sosial. Kuat atau lemahnya institusi akan sangat
memengaruhi ruang gerak anggota DPRD dalam menjalankan perannya.

Ketiga relasi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi secara dinamis.
Relasi personal yang kuat dapat tereduksi jika institusi tidak mendukung, sementara relasi
sosial yang sehat dapat terhambat oleh kelemahan tata kelola. Kerangka konseptual ini
menekankan pentingnya membaca keterhubungan antar-relasi, bukan memisahkannya
sebagai variabel yang terisolasi.

Dalam konteks ini, kinerja DPRD dipahami sebagai produk interaksi berulang. Setiap
keputusan, kebijakan, dan respons publik merupakan hasil negosiasi antara kepentingan
personal, tuntutan sosial, dan batasan institusional. Dengan membaca kinerja sebagai proses
relasional, analisis dapat menghindari kesimpulan yang menyederhanakan persoalan
demokrasi lokal.

Kerangka konseptual ini juga menempatkan warga masyarakat sebagai bagian aktif dari sistem
kinerja. Hak dan kewajiban warga dipahami sebagai elemen relasional yang memengaruhi
cara DPRD bekerja. Partisipasi yang matang dan berkelanjutan menjadi prasyarat bagi relasi
sosial yang sehat, yang pada gilirannya memperkuat peran institusi perwakilan.

Pendekatan relasional memungkinkan identifikasi titik-titik rapuh dalam demokrasi lokal.
Ketegangan antara harapan warga dan kapasitas institusi, atau antara etika personal dan
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tekanan politik, dapat dibaca sebagai sinyal pembelajaran. Dengan demikian, kerangka ini
tidak mencari kesalahan, tetapi membuka ruang pemahaman atas kondisi yang perlu
diperbaiki bersama.

Kerangka konseptual ini juga bersifat adaptif. la tidak dimaksudkan sebagai model kaku,
melainkan sebagai alat baca yang dapat disesuaikan dengan konteks daerah yang berbeda.
Setiap wilayah memiliki konfigurasi relasi personal, sosial, dan institusional yang unik,
sehingga analisis harus peka terhadap variasi lokal tersebut.

Melalui kerangka konseptual relasi personal—sosial—institusional ini, riset publik terapan
menegaskan posisinya sebagai sarana pembelajaran demokratis. Sejalan dengan etika
Wellbeing Institute, kerangka ini membantu melihat kinerja DPRD bukan sebagai objek
penilaian semata, melainkan sebagai cermin dari kualitas relasi demokrasi yang terus
dibangun dan dirawat bersama.

2.1 Relasi Personal dalam Praktik Perwakilan

Relasi personal dalam praktik perwakilan merujuk pada bagaimana individu anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah memaknai mandat publik yang diembannya. Mandat ini tidak
hanya bersifat legal-formal, tetapi juga moral dan sosial. Cara individu memahami perannya
akan memengaruhi bagaimana ia berinteraksi dengan konstituen, lembaga, dan proses
kebijakan.

Kapasitas personal—meliputi pengetahuan kebijakan, literasi hukum, dan pengalaman
politik—sering kali dianggap sebagai faktor utama kinerja. Namun, kapasitas tersebut tidak
bekerja dalam ruang hampa. la selalu berinteraksi dengan tekanan waktu, tuntutan partai,
ekspektasi publik, serta dinamika internal lembaga. Relasi personal karenanya harus dibaca
sebagai hasil negosiasi antara kemampuan individu dan batasan struktural.

Etika personal juga menjadi bagian penting dari relasi ini. Etika tidak dipahami sebagai standar
moral abstrak, melainkan sebagai praktik keseharian dalam mengambil keputusan, menyikapi
kritik, dan mengelola konflik kepentingan. Dalam praktik perwakilan, etika personal sering
diuji oleh situasi yang ambigu dan pilihan yang tidak selalu ideal.

Relasi personal juga dibentuk oleh pengalaman representasi yang berulang. Interaksi dengan
warga, media, dan aktor kebijakan lain membentuk cara anggota DPRD melihat dirinya sendiri
sebagai wakil rakyat. Pengalaman positif maupun negatif tersebut berkontribusi pada
pembentukan sikap, gaya komunikasi, dan prioritas kerja.

Penting untuk dicatat bahwa pembacaan relasi personal tidak dimaksudkan untuk
mengindividualisasi persoalan kinerja. Fokusnya bukan pada siapa yang “baik” atau “buruk”,
melainkan pada bagaimana peran perwakilan dijalani dalam konteks sosial-politik tertentu.
Dengan pendekatan ini, analisis personal menjadi sarana pemahaman, bukan penghakiman.

Dengan demikian, relasi personal diposisikan sebagai salah satu simpul dalam sistem
demokrasi lokal. la berkontribusi pada kualitas kinerja DPRD, tetapi selalu terkait dengan relasi
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sosial dan institusional yang lebih luas. Memahami simpul ini adalah langkah awal untuk
membaca dinamika perwakilan secara utuh.

2.2 Relasi Sosial antara DPRD dan Warga

Relasi sosial antara DPRD dan warga merupakan fondasi utama demokrasi perwakilan. Relasi
ini terwujud dalam berbagai bentuk komunikasi, mulai dari penyerapan aspirasi hingga
respons terhadap kritik publik. Kualitas relasi sosial menentukan sejauh mana fungsi
representasi dapat dijalankan secara bermakna.

Dalam banyak konteks, relasi sosial cenderung bersifat episodik dan seremonial. Pertemuan
warga, reses, atau forum konsultasi sering kali menjadi rutinitas formal tanpa dialog yang
mendalam. Ketika relasi sosial berhenti pada simbol partisipasi, aspirasi warga sulit
terintegrasi ke dalam proses kebijakan.

Kepercayaan publik merupakan elemen kunci dalam relasi sosial ini. Kepercayaan tidak
dibangun melalui klaim kinerja semata, melainkan melalui konsistensi tindakan dan
keterbukaan komunikasi. Ketika kepercayaan melemah, setiap kebijakan atau keputusan
DPRD berpotensi dibaca secara skeptis, terlepas dari substansinya.

Relasi sosial juga dipengaruhi oleh kapasitas warga dalam berpartisipasi. Literasi politik, akses
informasi, dan pengalaman berorganisasi membentuk cara warga berinteraksi dengan DPRD.
Oleh karena itu, kualitas relasi sosial tidak hanya mencerminkan kinerja DPRD, tetapi juga
kondisi sosial masyarakat itu sendiri.

Dalam kerangka ini, warga dipahami bukan sebagai objek penerima kebijakan, melainkan
sebagai subjek relasional. Hak dan kewajiban warga menjadi bagian dari sistem kerja
perwakilan. Partisipasi yang reflektif dan berkelanjutan memperkuat relasi sosial, sementara
apatisme dan sinisme melemahkannya.

Dengan membaca relasi sosial secara kontekstual, riset ini berupaya memahami bagaimana
interaksi DPRD—warga membentuk pola kinerja. Relasi sosial diposisikan sebagai ruang
pembelajaran bersama, tempat demokrasi lokal diuji dan dirawat dalam praktik sehari-hari.

2.3 Relasi Institusional dalam Tata Kelola DPRD

Relasi institusional mencakup tata kelola internal DPRD serta hubungannya dengan aktor
kebijakan lain. Institusi menyediakan aturan, prosedur, dan sumber daya yang membentuk
kemungkinan tindakan anggota DPRD. Dengan demikian, kualitas institusi sangat
memengaruhi praktik perwakilan.

Tata kelola internal DPRD meliputi mekanisme pengambilan keputusan, pembagian peran,
dan dukungan administratif. Ketika tata kelola tidak efektif, beban kerja individu meningkat
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dan ruang refleksi menyempit. Sebaliknya, institusi yang mendukung memungkinkan anggota
DPRD menjalankan perannya secara lebih optimal.

Relasi institusional juga mencakup hubungan DPRD dengan pemerintah daerah. Hubungan ini
sering kali diwarnai oleh ketegangan antara fungsi pengawasan dan kebutuhan kolaborasi.
Ketegangan tersebut bukan anomali, melainkan bagian inheren dari sistem checks and
balances dalam demokrasi lokal.

Selain itu, peran partai politik dan sekretariat DPRD menjadi elemen penting dalam relasi
institusional. Partai membentuk orientasi politik dan disiplin anggota, sementara sekretariat
menyediakan dukungan teknis. Kualitas relasi dengan kedua unsur ini memengaruhi
efektivitas kerja DPRD secara keseluruhan.

Pembacaan relasi institusional menolak penyederhanaan yang menyalahkan individu atas
kegagalan sistemik. Banyak keterbatasan kinerja bersumber dari desain institusi yang belum
adaptif terhadap kompleksitas tugas perwakilan. Oleh karena itu, analisis institusional
menjadi penting untuk memahami batas-batas kerja DPRD.

Dengan menempatkan institusi sebagai lingkungan belajar, riset ini mendorong pemahaman
bahwa perbaikan kinerja DPRD memerlukan penguatan tata kelola. Relasi institusional yang
sehat menjadi prasyarat bagi relasi personal dan sosial yang lebih bermakna.

2.4 Interaksi Antar-Relasi sebagai Sistem Demokrasi Lokal

Relasi personal, sosial, dan institusional tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling
berinteraksi membentuk sistem demokrasi lokal. Setiap perubahan pada satu relasi akan
memengaruhi relasi lainnya. Oleh karena itu, kinerja DPRD harus dibaca sebagai hasil interaksi
sistemik.

Interaksi antar-relasi sering kali menghasilkan dinamika yang tidak linear. Relasi personal yang
kuat dapat terhambat oleh institusi yang lemah, sementara relasi sosial yang aktif dapat
kehilangan arah jika tidak didukung tata kelola yang memadai. Sistem demokrasi lokal
bergerak melalui ketegangan dan penyesuaian yang berkelanjutan.

Dalam sistem ini, konflik tidak selalu bermakna kegagalan. Konflik dapat menjadi sinyal adanya
ketidaksinkronan antar-relasi yang perlu dibaca secara reflektif. Pendekatan relasional
memungkinkan konflik dipahami sebagai bagian dari proses pembelajaran, bukan sebagai
gangguan semata.

Interaksi antar-relasi juga menentukan daya adaptasi demokrasi lokal. Sistem yang mampu
belajar dari pengalaman—baik keberhasilan maupun keterbatasan—akan lebih siap
menghadapi perubahan sosial dan politik. Sebaliknya, sistem yang menutup diri terhadap
refleksi cenderung stagnan.
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Riset publik terapan berperan penting dalam membaca interaksi ini. Dengan memetakan pola
hubungan dan titik-titik ketegangan, riset membantu aktor demokrasi melihat sistem secara
utuh. Pemetaan ini menyediakan dasar bagi dialog yang lebih matang dan kolaboratif.

Melalui pemahaman interaksi antar-relasi, sistem demokrasi lokal dapat dirawat sebagai
tanggung jawab bersama. Sejalan dengan etika Wellbeing Institute, pendekatan ini
menegaskan bahwa peningkatan kinerja DPRD adalah hasil kerja kolektif yang berakar pada
kualitas relasi demokratis yang terus dibangun

2.1 Relasi Personal dalam Praktik Perwakilan

Relasi personal dalam praktik perwakilan merujuk pada bagaimana individu anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah memaknai mandat publik yang diembannya. Mandat ini tidak
hanya bersifat legal-formal, tetapi juga moral dan sosial. Cara individu memahami perannya
akan memengaruhi bagaimana ia berinteraksi dengan konstituen, lembaga, dan proses
kebijakan.

Kapasitas personal—meliputi pengetahuan kebijakan, literasi hukum, dan pengalaman
politik—sering kali dianggap sebagai faktor utama kinerja. Namun, kapasitas tersebut tidak
bekerja dalam ruang hampa. la selalu berinteraksi dengan tekanan waktu, tuntutan partai,
ekspektasi publik, serta dinamika internal lembaga. Relasi personal karenanya harus dibaca
sebagai hasil negosiasi antara kemampuan individu dan batasan struktural.

Etika personal juga menjadi bagian penting dari relasi ini. Etika tidak dipahami sebagai standar
moral abstrak, melainkan sebagai praktik keseharian dalam mengambil keputusan, menyikapi
kritik, dan mengelola konflik kepentingan. Dalam praktik perwakilan, etika personal sering
diuji oleh situasi yang ambigu dan pilihan yang tidak selalu ideal.

Relasi personal juga dibentuk oleh pengalaman representasi yang berulang. Interaksi dengan
warga, media, dan aktor kebijakan lain membentuk cara anggota DPRD melihat dirinya sendiri
sebagai wakil rakyat. Pengalaman positif maupun negatif tersebut berkontribusi pada
pembentukan sikap, gaya komunikasi, dan prioritas kerja.

Penting untuk dicatat bahwa pembacaan relasi personal tidak dimaksudkan untuk
mengindividualisasi persoalan kinerja. Fokusnya bukan pada siapa yang “baik” atau “buruk”,
melainkan pada bagaimana peran perwakilan dijalani dalam konteks sosial-politik tertentu.
Dengan pendekatan ini, analisis personal menjadi sarana pemahaman, bukan penghakiman.

Dengan demikian, relasi personal diposisikan sebagai salah satu simpul dalam sistem
demokrasi lokal. la berkontribusi pada kualitas kinerja DPRD, tetapi selalu terkait dengan relasi
sosial dan institusional yang lebih luas. Memahami simpul ini adalah langkah awal untuk
membaca dinamika perwakilan secara utuh.

2.2 Relasi Sosial antara DPRD dan Warga

Relasi sosial antara DPRD dan warga merupakan fondasi utama demokrasi perwakilan. Relasi

ini terwujud dalam berbagai bentuk komunikasi, mulai dari penyerapan aspirasi hingga
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respons terhadap kritik publik. Kualitas relasi sosial menentukan sejauh mana fungsi
representasi dapat dijalankan secara bermakna.

Dalam banyak konteks, relasi sosial cenderung bersifat episodik dan seremonial. Pertemuan
warga, reses, atau forum konsultasi sering kali menjadi rutinitas formal tanpa dialog yang
mendalam. Ketika relasi sosial berhenti pada simbol partisipasi, aspirasi warga sulit
terintegrasi ke dalam proses kebijakan.

Kepercayaan publik merupakan elemen kunci dalam relasi sosial ini. Kepercayaan tidak
dibangun melalui klaim kinerja semata, melainkan melalui konsistensi tindakan dan
keterbukaan komunikasi. Ketika kepercayaan melemah, setiap kebijakan atau keputusan
DPRD berpotensi dibaca secara skeptis, terlepas dari substansinya.

Relasi sosial juga dipengaruhi oleh kapasitas warga dalam berpartisipasi. Literasi politik, akses
informasi, dan pengalaman berorganisasi membentuk cara warga berinteraksi dengan DPRD.
Oleh karena itu, kualitas relasi sosial tidak hanya mencerminkan kinerja DPRD, tetapi juga
kondisi sosial masyarakat itu sendiri.

Dalam kerangka ini, warga dipahami bukan sebagai objek penerima kebijakan, melainkan
sebagai subjek relasional. Hak dan kewajiban warga menjadi bagian dari sistem kerja
perwakilan. Partisipasi yang reflektif dan berkelanjutan memperkuat relasi sosial, sementara
apatisme dan sinisme melemahkannya.

Dengan membaca relasi sosial secara kontekstual, riset ini berupaya memahami bagaimana
interaksi DPRD—warga membentuk pola kinerja. Relasi sosial diposisikan sebagai ruang
pembelajaran bersama, tempat demokrasi lokal diuji dan dirawat dalam praktik sehari-hari.

2.3 Relasi Institusional dalam Tata Kelola DPRD

Relasi institusional mencakup tata kelola internal DPRD serta hubungannya dengan aktor
kebijakan lain. Institusi menyediakan aturan, prosedur, dan sumber daya yang membentuk
kemungkinan tindakan anggota DPRD. Dengan demikian, kualitas institusi sangat
memengaruhi praktik perwakilan.

Tata kelola internal DPRD meliputi mekanisme pengambilan keputusan, pembagian peran,
dan dukungan administratif. Ketika tata kelola tidak efektif, beban kerja individu meningkat
dan ruang refleksi menyempit. Sebaliknya, institusi yang mendukung memungkinkan anggota
DPRD menjalankan perannya secara lebih optimal.

Relasi institusional juga mencakup hubungan DPRD dengan pemerintah daerah. Hubungan ini
sering kali diwarnai oleh ketegangan antara fungsi pengawasan dan kebutuhan kolaborasi.
Ketegangan tersebut bukan anomali, melainkan bagian inheren dari sistem checks and
balances dalam demokrasi lokal.

Selain itu, peran partai politik dan sekretariat DPRD menjadi elemen penting dalam relasi
institusional. Partai membentuk orientasi politik dan disiplin anggota, sementara sekretariat
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menyediakan dukungan teknis. Kualitas relasi dengan kedua unsur ini memengaruhi
efektivitas kerja DPRD secara keseluruhan.

Pembacaan relasi institusional menolak penyederhanaan yang menyalahkan individu atas
kegagalan sistemik. Banyak keterbatasan kinerja bersumber dari desain institusi yang belum
adaptif terhadap kompleksitas tugas perwakilan. Oleh karena itu, analisis institusional
menjadi penting untuk memahami batas-batas kerja DPRD.

Dengan menempatkan institusi sebagai lingkungan belajar, riset ini mendorong pemahaman
bahwa perbaikan kinerja DPRD memerlukan penguatan tata kelola. Relasi institusional yang
sehat menjadi prasyarat bagi relasi personal dan sosial yang lebih bermakna.

2.4 Interaksi Antar-Relasi sebagai Sistem Demokrasi Lokal

Relasi personal, sosial, dan institusional tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling
berinteraksi membentuk sistem demokrasi lokal. Setiap perubahan pada satu relasi akan
memengaruhi relasi lainnya. Oleh karena itu, kinerja DPRD harus dibaca sebagai hasil interaksi
sistemik.

Interaksi antar-relasi sering kali menghasilkan dinamika yang tidak linear. Relasi personal yang
kuat dapat terhambat oleh institusi yang lemah, sementara relasi sosial yang aktif dapat
kehilangan arah jika tidak didukung tata kelola yang memadai. Sistem demokrasi lokal
bergerak melalui ketegangan dan penyesuaian yang berkelanjutan.

Dalam sistem ini, konflik tidak selalu bermakna kegagalan. Konflik dapat menjadi sinyal adanya
ketidaksinkronan antar-relasi yang perlu dibaca secara reflektif. Pendekatan relasional
memungkinkan konflik dipahami sebagai bagian dari proses pembelajaran, bukan sebagai
gangguan semata.

Interaksi antar-relasi juga menentukan daya adaptasi demokrasi lokal. Sistem yang mampu
belajar dari pengalaman—baik keberhasilan maupun keterbatasan—akan lebih siap
menghadapi perubahan sosial dan politik. Sebaliknya, sistem yang menutup diri terhadap
refleksi cenderung stagnan.

Riset publik terapan berperan penting dalam membaca interaksi ini. Dengan memetakan pola
hubungan dan titik-titik ketegangan, riset membantu aktor demokrasi melihat sistem secara
utuh. Pemetaan ini menyediakan dasar bagi dialog yang lebih matang dan kolaboratif.

Melalui pemahaman interaksi antar-relasi, sistem demokrasi lokal dapat dirawat sebagai
tanggung jawab bersama. Sejalan dengan etika Wellbeing Institute, pendekatan ini
menegaskan bahwa peningkatan kinerja DPRD adalah hasil kerja kolektif yang berakar pada
kualitas relasi demokratis yang terus dibangun
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BAB Ill — TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN PERAN DPRD SEBAGAI PRAKTIK SOSIAL

Tugas pokok, fungsi, dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kerap dipahami sebagai
daftar kewenangan normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Dalam
pembacaan formal, tupoksi diperlakukan sebagai seperangkat kewajiban yang harus
dijalankan secara administratif. Namun, pemahaman semacam ini cenderung mengabaikan
kenyataan bahwa tupoksi selalu dijalankan dalam konteks sosial yang dinamis dan sarat makna.

Sebagai lembaga perwakilan, DPRD menjalankan tupoksi legislasi, anggaran, dan pengawasan
bukan hanya melalui mekanisme hukum, tetapi juga melalui interaksi sosial yang berulang.
Setiap pembahasan perda, setiap rapat anggaran, dan setiap fungsi pengawasan selalu
melibatkan relasi dengan warga, pemerintah daerah, partai politik, serta aktor sosial lainnya.
Dengan demikian, tupoksi DPRD sesungguhnya adalah praktik sosial yang hidup, bukan
sekadar kewenangan tertulis.

Membaca tupoksi sebagai praktik sosial berarti memahami bahwa pelaksanaannya
dipengaruhi oleh persepsi, ekspektasi, dan kepercayaan publik. Fungsi legislasi, misalnya,
tidak hanya diukur dari jumlah produk hukum, tetapi juga dari sejauh mana proses
pembentukannya dipahami dan dirasakan relevan oleh masyarakat. Di titik ini, kualitas relasi
sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kualitas fungsi DPRD.

Fungsi anggaran juga menunjukkan karakter sosial dari tupoksi DPRD. Proses penganggaran
bukan semata-mata teknis fiskal, melainkan arena negosiasi kepentingan publik. Cara DPRD
menyerap aspirasi, memprioritaskan kebutuhan, dan menjelaskan keputusan anggaran
mencerminkan relasi antara wakil dan yang diwakili. Ketika proses ini tertutup, tupoksi
anggaran kehilangan dimensi representatifnya.

Demikian pula fungsi pengawasan tidak dapat dipahami hanya sebagai mekanisme kontrol
formal terhadap eksekutif. Pengawasan adalah praktik sosial yang menuntut keberanian
politik, dukungan publik, dan legitimasi sosial. Tanpa kepercayaan warga, fungsi pengawasan
berisiko melemah atau dibaca sebagai konflik politik semata, bukan sebagai upaya menjaga
kepentingan publik.

Dalam praktiknya, pelaksanaan tupoksi DPRD sering berada dalam ketegangan antara
tuntutan normatif dan realitas sosial. Tekanan waktu, dinamika politik lokal, serta
keterbatasan institusional membentuk cara tupoksi dijalankan. Ketegangan ini bukan anomali,
melainkan bagian inheren dari praktik perwakilan dalam demokrasi lokal.

Bab ini menolak pembacaan tupoksi sebagai ukuran kinerja yang terlepas dari konteks. Ketika
tupoksi direduksi menjadi indikator kuantitatif, praktik sosial yang menyertainya menjadi tidak
terlihat. Padahal, di sanalah kualitas demokrasi lokal diuji—dalam cara DPRD berinteraksi,
bernegosiasi, dan merespons dinamika masyarakat.

Dengan memahami tupoksi sebagai praktik sosial, kegagalan atau keterbatasan pelaksanaan
tidak langsung dibaca sebagai kesalahan aktor. Sebaliknya, ia dibaca sebagai sinyal adanya
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relasi yang tidak berjalan optimal, baik pada level personal, sosial, maupun institusional.
Pendekatan ini membuka ruang refleksi yang lebih adil dan konstruktif.

Pendekatan praktik sosial juga menegaskan bahwa peningkatan tupoksi DPRD tidak dapat
dilakukan secara sepihak melalui reformasi aturan atau peningkatan kapasitas individu semata.
Peningkatan tersebut mensyaratkan penguatan relasi dengan warga dan perbaikan tata kelola
institusional yang menopang kerja perwakilan.

Dengan demikian, BAB Il menempatkan tugas pokok, fungsi, dan peran DPRD sebagai bagian
dari proses demokrasi yang hidup. Tupoksi dipahami sebagai ruang interaksi dan
pembelajaran bersama, tempat kualitas relasi demokratis diuji setiap hari. Perspektif inilah
yang menjadi landasan untuk membaca kinerja DPRD secara lebih manusiawi, kontekstual,
dan berorientasi pada penguatan demokrasi lokal.

3.1 Tupoksi DPRD dalam Perspektif Normatif

Dalam perspektif normatif, tugas pokok, fungsi, dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dirumuskan secara jelas dalam kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan. Legislasi,
penganggaran, dan pengawasan diposisikan sebagai pilar utama yang menjadi dasar legitimasi

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah.

Pendekatan normatif menempatkan tupoksi sebagai kewajiban formal yang harus dijalankan
sesuai aturan. Dalam kerangka ini, kinerja sering dipahami sebagai tingkat kepatuhan
terhadap prosedur dan pemenuhan mandat hukum. Norma menjadi rujukan utama dalam
menilai apakah DPRD telah menjalankan perannya sebagaimana mestinya.

Namun, norma hukum pada dasarnya bersifat ideal dan abstrak. la dirancang untuk berlaku
umum, tanpa selalu mempertimbangkan variasi konteks sosial, politik, dan budaya di setiap
daerah. Karena itu, perspektif normatif hanya menyediakan kerangka dasar, bukan gambaran
utuh tentang bagaimana tupoksi dijalankan dalam praktik.

Penting dicatat bahwa norma tidak pernah netral secara sosial. la membawa asumsi tertentu
tentang kapasitas institusi, partisipasi warga, dan relasi kekuasaan. Ketika asumsi-asumsi ini
tidak sepenuhnya terpenuhi, pelaksanaan tupoksi berpotensi mengalami distorsi.

Perspektif normatif tetap penting sebagai rujukan etik dan legal. la memberikan batasan agar
praktik perwakilan tidak melenceng dari prinsip demokrasi dan kepentingan publik. Namun,
norma perlu dibaca sebagai titik awal, bukan titik akhir dalam memahami kinerja DPRD.

Oleh karena itu, riset ini menempatkan perspektif normatif sebagai landasan konseptual yang
harus didialogkan dengan realitas sosial. Tupoksi tidak ditinggalkan sebagai aturan, tetapi
dibaca secara kritis dalam konteks praktik demokrasi lokal yang hidup.

3.2 Tupoksi sebagai Praktik Sehari-hari

Dalam praktik sehari-hari, tupoksi DPRD dijalankan melalui rangkaian aktivitas yang jauh lebih
kompleks daripada yang digambarkan dalam norma. Rapat, konsultasi, kunjungan lapangan,
]
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dan interaksi informal menjadi bagian dari rutinitas yang membentuk pelaksanaan fungsi
perwakilan.

Praktik ini melibatkan negosiasi kepentingan yang terus-menerus. Anggota DPRD harus
menyeimbangkan tuntutan konstituen, arahan partai, relasi dengan eksekutif, serta
keterbatasan waktu dan sumber daya. Dalam konteks ini, tupoksi menjadi arena kompromi
sosial dan politik.

Sebagai praktik sosial, pelaksanaan tupoksi dipengaruhi oleh kebiasaan, budaya organisasi,
dan pola komunikasi yang berkembang. Cara rapat dijalankan, cara aspirasi dicatat, dan cara
keputusan diambil mencerminkan relasi sosial yang tidak selalu tertulis dalam aturan formal.

Praktik sehari-hari juga memperlihatkan adanya jarak antara apa yang seharusnya dilakukan
dan apayang mungkin dilakukan. Keterbatasan informasi, tekanan politik lokal, dan ekspektasi
publik yang beragam membentuk pilihan-pilihan praktis dalam menjalankan tupoksi.

Dengan membaca tupoksi sebagai praktik, kinerja DPRD tidak lagi dipahami sebagai hasil
mekanis dari aturan. la dipahami sebagai proses yang dipengaruhi oleh situasi konkret dan
relasi antar-aktor. Pendekatan ini membuka ruang pemahaman yang lebih realistis dan
manusiawi.

Pemahaman atas praktik sehari-hari penting agar upaya peningkatan tupoksi tidak berhenti
pada revisi aturan, tetapi juga menyentuh pola kerja, budaya institusi, dan kualitas interaksi
sosial yang menopangnya.

3.3 Ketegangan antara Aturan dan Realitas

Ketegangan antara aturan normatif dan realitas sosial merupakan kondisi inheren dalam
praktik perwakilan. Aturan memberikan standar ideal, sementara realitas menghadirkan
keterbatasan dan dinamika yang tidak selalu sejalan dengan standar tersebut.

Ketegangan ini sering muncul dalam bentuk dilema kebijakan. Anggota DPRD dihadapkan
pada pilihan antara mengikuti prosedur secara ketat atau merespons kebutuhan mendesak
masyarakat. Dalam situasi tertentu, kepatuhan formal dapat berbenturan dengan tuntutan
sosial yang nyata.

Ketegangan juga terlihat dalam fungsi pengawasan. Norma mengamanatkan pengawasan
yang tegas dan independen, tetapi realitas politik lokal sering kali menuntut kehati-hatian
demi menjaga stabilitas relasi antar-lembaga. Situasi ini menunjukkan bahwa aturan dan
realitas tidak selalu bergerak seiring.

Pendekatan evaluatif yang kaku cenderung membaca ketegangan ini sebagai kegagalan.
Padahal, ketegangan justru dapat menjadi sumber pembelajaran demokratis. la menandakan
adanya ketidaksinkronan yang perlu dipahami, bukan sekadar diperbaiki secara teknis.
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Dengan mengakui ketegangan sebagai bagian dari praktik, riset ini menghindari
penyederhanaan moral. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana DPRD mengelola
ketegangan tersebut dan apa implikasinya bagi kualitas perwakilan.

Ketegangan antara aturan dan realitas, jika dibaca secara reflektif, dapat menjadi pintu masuk
untuk memperbaiki desain kebijakan, memperkuat institusi, dan menata ulang relasi sosial
yang lebih adaptif.

3.4 Peran DPRD dalam Dinamika Demokrasi Daerah

Peran DPRD dalam demokrasi daerah tidak hanya ditentukan oleh tupoksi formal, tetapi juga
oleh posisinya dalam dinamika sosial-politik lokal. DPRD berfungsi sebagai penghubung antara
kepentingan warga dan proses pemerintahan daerah.

Dalam dinamika ini, DPRD memainkan peran simbolik sebagai representasi suara rakyat. Cara
DPRD bersikap, berkomunikasi, dan mengambil keputusan memengaruhi persepsi publik
terhadap demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, peran DPRD melampaui fungsi teknis
menuju fungsi simbolik dan edukatif.

Dinamika demokrasi daerah sering kali ditandai oleh ketegangan kepentingan, pluralitas
aspirasi, dan perubahan sosial yang cepat. DPRD berada di tengah dinamika tersebut,
berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan responsivitas terhadap
tuntutan warga.

Peran DPRD juga dipengaruhi oleh kualitas partisipasi publik. Ketika warga aktif dan reflektif,
DPRD memiliki basis legitimasi yang kuat untuk menjalankan perannya. Sebaliknya, partisipasi
yang lemah membatasi ruang gerak DPRD dan melemahkan fungsi representasi.

Dalam konteks ini, peran DPRD tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab kolektif warga.
Demokrasi daerah bekerja optimal ketika peran perwakilan dan peran kewargaan saling
menguatkan, bukan saling meniadakan.

Bab ini menegaskan bahwa memahami peran DPRD dalam dinamika demokrasi daerah
memerlukan pembacaan relasional. Peran tersebut adalah hasil interaksi berkelanjutan antara
norma, praktik, dan konteks sosial, yang bersama-sama membentuk kualitas demokrasi lokal.
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BAB Ill — TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN PERAN DPRD SEBAGAI PRAKTIK SOSIAL

Tugas pokok, fungsi, dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara normatif
dirumuskan dalam kerangka hukum yang jelas dan terstruktur. Legislasi, penganggaran, dan
pengawasan diposisikan sebagai pilar utama kerja perwakilan. Dalam kerangka ini, tupoksi
sering dipahami sebagai kewajiban formal yang harus dijalankan sesuai prosedur dan
ketentuan perundang-undangan.

Namun, pembacaan normatif semata tidak cukup untuk memahami bagaimana tupoksi
benar-benar dijalankan. Dalam praktiknya, tupoksi tidak hadir sebagai teks hukum yang netral,
melainkan sebagai aktivitas sosial yang berlangsung dalam ruang relasi politik, budaya, dan
kepentingan lokal. Setiap fungsi DPRD dijalankan melalui interaksi manusia, bukan sekadar
melalui mekanisme administratif.

Sebagai praktik sosial, tupoksi DPRD diwujudkan dalam proses sehari-hari: rapat, dialog
dengan warga, negosiasi anggaran, serta komunikasi formal dan informal dengan pemerintah
daerah. Proses-proses ini membentuk makna nyata dari peran perwakilan. Cara tupoksi
dijalankan sering kali lebih menentukan kualitas demokrasi lokal dibandingkan hasil formal
yang tercatat dalam dokumen resmi.

Pelaksanaan fungsi legislasi, misalnya, tidak hanya ditentukan oleh jumlah peraturan daerah
yang dihasilkan, tetapi oleh proses pembahasannya. Sejauh mana aspirasi warga diakomodasi,
sejauh mana dialog publik dibuka, dan sejauh mana keputusan dapat dipahami oleh
masyarakat menjadi bagian dari praktik sosial legislasi itu sendiri.

Demikian pula fungsi anggaran merupakan arena sosial yang sarat negosiasi. Penetapan
prioritas anggaran mencerminkan relasi antara kebutuhan publik, kepentingan politik, dan
kapasitas fiskal daerah. Dalam praktik ini, tupoksi anggaran menjadi cermin relasi kekuasaan
dan partisipasi di tingkat lokal.

Fungsi pengawasan juga tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosialnya. Pengawasan bukan
sekadar prosedur kontrol, melainkan praktik yang membutuhkan legitimasi publik, keberanian
politik, dan dukungan institusional. Tanpa relasi sosial yang sehat, pengawasan mudah
direduksi menjadi formalitas atau konflik politik yang kehilangan makna substantif.

Dalam menjalankan tupoksi, DPRD kerap menghadapi ketegangan antara tuntutan normatif
dan realitas sosial. Aturan menghendaki kepatuhan dan ketertiban, sementara realitas
menghadirkan kompleksitas, keterbatasan, dan tekanan yang beragam. Ketegangan ini
merupakan bagian inheren dari praktik perwakilan, bukan penyimpangan semata.

Pendekatan yang membaca tupoksi sebagai praktik sosial memungkinkan ketegangan
tersebut dipahami secara reflektif. Ketidaksesuaian antara aturan dan praktik dibaca sebagai
sinyal relasional—menunjukkan di mana sistem belum sepenuhnya mendukung peran
perwakilan atau di mana relasi sosial perlu diperbaiki.

Dengan perspektif ini, kinerja DPRD tidak direduksi menjadi keberhasilan atau kegagalan

individu. Sebaliknya, ia dipahami sebagai hasil interaksi personal, sosial, dan institusional yang
-
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saling memengaruhi. Tupoksi menjadi ruang pembelajaran bersama, bukan sekadar kewajiban
administratif.

BAB Ill menegaskan bahwa peningkatan tugas pokok, fungsi, dan peran DPRD hanya dapat
dicapai dengan memperkuat kualitas praktik sosial yang menopangnya. Reformasi aturan dan
peningkatan kapasitas individu perlu disertai dengan perbaikan relasi demokratis. Dalam
kerangka inilah tupoksi DPRD dipahami sebagai praktik hidup demokrasi daerah, bukan
sekadar daftar kewenangan formal.

3.1 Tupoksi DPRD dalam Perspektif Normatif

Tugas pokok, fungsi, dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara normatif ditetapkan
melalui peraturan perundang-undangan sebagai fondasi kerja lembaga perwakilan di tingkat
daerah. Legislasi, penganggaran, dan pengawasan dirumuskan sebagai mandat utama yang
memberi legitimasi hukum dan politik bagi DPRD dalam sistem pemerintahan daerah.

Dalam perspektif normatif, tupoksi dipahami sebagai kewajiban formal yang harus dijalankan
sesuai aturan dan prosedur. Norma berfungsi sebagai standar ideal tentang bagaimana DPRD
seharusnya bekerja, sekaligus sebagai alat kontrol untuk menjaga akuntabilitas lembaga
perwakilan terhadap kepentingan publik.

Namun, norma hukum pada dasarnya bersifat abstrak dan umum. la dirancang untuk berlaku
lintas konteks, tanpa selalu memperhitungkan variasi kondisi sosial, budaya politik, dan
kapasitas institusional di setiap daerah. Karena itu, perspektif normatif menyediakan kerangka
ideal, bukan gambaran empiris praktik perwakilan.

Norma juga membawa asumsi tertentu tentang relasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan
masyarakat. Asumsi tentang partisipasi warga yang aktif, institusi yang kuat, dan aktor yang
rasional tidak selalu sepenuhnya terpenuhi dalam realitas demokrasi lokal. Ketika asumsi ini
tidak terpenuhi, pelaksanaan tupoksi mengalami penyesuaian.

Meskipun demikian, perspektif normatif tetap memiliki peran penting sebagai rujukan etik
dan hukum. Norma menjaga agar praktik perwakilan tidak sepenuhnya ditentukan oleh
kepentingan sesaat atau tekanan politik jangka pendek. la menjadi batas yang menahan
praktik agar tetap berada dalam koridor demokrasi.

Oleh karenaiitu, riset ini tidak menempatkan perspektif normatif sebagai ukuran kinerja akhir,
melainkan sebagai titik awal analisis. Norma dibaca secara dialogis dengan realitas sosial
untuk memahami bagaimana tupoksi dijalankan dan mengapa terjadi jarak antara aturan dan
praktik.

3.2 Tupoksi sebagai Praktik Sehari-hari

Dalam praktik sehari-hari, tupoksi DPRD dijalankan melalui aktivitas rutin yang sarat interaksi
sosial. Rapat, kunjungan kerja, dialog dengan warga, serta komunikasi formal dan informal
membentuk ruang nyata tempat peran perwakilan dijalani.
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Sebagai praktik sosial, tupoksi tidak pernah netral. la selalu melibatkan negosiasi kepentingan
antara konstituen, partai politik, pemerintah daerah, dan aktor sosial lainnya. Keputusan yang
diambil sering kali merupakan hasil kompromi, bukan penerapan norma secara lurus.

Praktik sehari-hari juga dipengaruhi oleh kebiasaan dan budaya kerja institusi. Cara rapat
dijalankan, cara aspirasi dicatat, dan cara keputusan dikomunikasikan mencerminkan pola
relasi yang berkembang di dalam DPRD. Pola ini sering kali lebih menentukan kualitas peran
perwakilan daripada aturan tertulis.

Dalam konteks ini, keterbatasan waktu, sumber daya, dan informasi membentuk pilihan-
pilihan praktis anggota DPRD. Apa yang ideal secara normatif tidak selalu mungkin dilakukan
secara operasional. Praktik menjadi ruang adaptasi terhadap keterbatasan tersebut.

Membaca tupoksi sebagai praktik sehari-hari memungkinkan pemahaman yang lebih realistis
tentang kinerja DPRD. Kinerja dipahami sebagai proses yang berlangsung terus-menerus,
bukan sebagai hasil akhir yang statis.

Pendekatan ini juga membuka ruang pembelajaran. Dengan memahami praktik nyata,
perbaikan tupoksi dapat diarahkan pada penguatan proses, budaya kerja, dan relasi sosial
yang menopang pelaksanaan peran DPRD.

3.3 Ketegangan antara Aturan dan Realitas

Ketegangan antara aturan normatif dan realitas sosial merupakan kondisi yang melekat dalam
praktik perwakilan. Aturan menetapkan standar ideal, sementara realitas menghadirkan
kompleksitas yang tidak selalu sejalan dengan standar tersebut.

Ketegangan ini sering muncul dalam situasi pengambilan keputusan. DPRD dihadapkan pada
dilema antara kepatuhan prosedural dan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam kondisi tertentu, pilihan yang diambil lebih mencerminkan adaptasi sosial daripada
kepatuhan normatif.

Fungsi pengawasan memperlihatkan ketegangan ini secara jelas. Norma menuntut
pengawasan yang tegas dan independen, sementara realitas politik lokal menuntut kehati-
hatian demi menjaga stabilitas relasi antar-lembaga. Ketegangan ini bukan penyimpangan,
melainkan bagian dari dinamika demokrasi.

Pendekatan evaluatif yang kaku cenderung membaca ketegangan sebagai kegagalan. Namun,
pendekatan reflektif melihat ketegangan sebagai informasi penting tentang kondisi sistem
demokrasi lokal. Ketegangan menunjukkan titik-titik yang belum selaras antara desain aturan
dan praktik sosial.

Dengan mengakui ketegangan sebagai bagian dari praktik, analisis tidak terjebak pada logika
menyalahkan aktor. Fokus diarahkan pada pemahaman bagaimana DPRD mengelola
ketegangan tersebut dalam keseharian kerjanya.
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Ketegangan antara aturan dan realitas, jika dibaca secara jujur, dapat menjadi pintu masuk
pembelajaran kebijakan. la membuka peluang untuk memperbaiki desain institusi dan
memperkuat relasi demokratis secara lebih adaptif.

3.4 Peran DPRD dalam Dinamika Demokrasi Daerah

Peran DPRD dalam demokrasi daerah tidak hanya ditentukan oleh tupoksi formal, tetapi juga
oleh posisinya dalam dinamika sosial dan politik lokal. DPRD berada di persimpangan antara
kepentingan warga dan proses pemerintahan daerah.

Dalam dinamika ini, DPRD memainkan peran representatif sekaligus simbolik. Cara DPRD
bertindak, berbicara, dan mengambil keputusan membentuk persepsi publik tentang kualitas
demokrasi daerah. Dengan demikian, peran DPRD melampaui fungsi teknis menuju fungsi
edukatif dan simbolik.

Dinamika demokrasi daerah ditandai oleh pluralitas aspirasi dan kepentingan. DPRD berperan
mengelola keragaman tersebut agar dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan publik.
Keberhasilan peran ini sangat bergantung pada kualitas relasi dengan masyarakat.

Peran DPRD juga dipengaruhi oleh tingkat partisipasi publik. Partisipasi yang aktif dan reflektif
memperkuat legitimasi DPRD, sementara partisipasi yang lemah membatasi ruang gerak
perwakilan. Dalam hal ini, peran DPRD dan peran warga saling terkait.

Demokrasi daerah bekerja sebagai sistem kolektif. DPRD tidak dapat menjalankan perannya
secara optimal tanpa dukungan institusional dan keterlibatan warga. Peran perwakilan dan
kewargaan saling mengandaikan satu sama lain.

Bab ini menegaskan bahwa peran DPRD dalam dinamika demokrasi daerah harus dibaca
secara relasional. Peran tersebut adalah hasil interaksi berkelanjutan antara norma, praktik,
dan konteks sosial yang bersama-sama membentuk kualitas demokrasi lokal.
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BAB IV — WARGA MASYARAKAT: HAK, KEWAIJIBAN, DAN PARTISIPASI

Warga masyarakat merupakan fondasi utama demokrasi perwakilan. Keberadaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat dipisahkan dari relasi dengan warga yang memberikan
mandat, legitimasi, dan makna atas kerja perwakilan. Oleh karena itu, pembacaan kinerja
DPRD selalu sekaligus merupakan pembacaan atas kualitas kewargaan dalam demokrasi
daerah.

Hak warga—seperti menyampaikan aspirasi, memperoleh informasi, dan mengawasi jalannya
pemerintahan—sering dipahami sebagai hak pasif yang cukup diakui secara normatif. Padahal,
dalam praktik demokrasi, hak tersebut baru bermakna ketika digunakan secara sadar dan
berkelanjutan. Hak warga bukan sekadar jaminan hukum, melainkan energi sosial yang
menghidupkan fungsi representasi.

Namun, hak tidak berdiri sendiri tanpa kewajiban. Demokrasi perwakilan mensyaratkan
kewajiban warga untuk terlibat secara bertanggung jawab, menjaga kualitas dialog publik, dan
menghormati proses kolektif pengambilan keputusan. Ketika kewajiban ini diabaikan, relasi
antara warga dan lembaga perwakilan menjadi timpang dan mudah tereduksi menjadi relasi
tuntutan sepihak.

Partisipasi publik menjadi ruang konkret tempat hak dan kewajiban bertemu. Partisipasi tidak
hanya dimaknai sebagai kehadiran dalam forum formal atau penyampaian keluhan, tetapi
sebagai keterlibatan reflektif dalam proses kebijakan. Kualitas partisipasi—bukan sekadar
kuantitas—menentukan sejauh mana suara warga dapat diterjemahkan menjadi agenda
publik yang bermakna.

Dalam banyak konteks, partisipasi warga menghadapi berbagai keterbatasan. Akses informasi
yang tidak merata, literasi kebijakan yang rendah, serta pengalaman partisipasi yang bersifat
simbolik membentuk sikap apatis atau sinisme politik. Kondisi ini sering kali dibaca sebagai
ketidakpedulian warga, padahal ia merupakan gejala relasi demokratis yang belum
sepenuhnya sehat.

Bab ini menolak pembacaan yang menyalahkan warga atas lemahnya partisipasi. Sebaliknya,
partisipasi dipahami sebagai produk relasi sosial dan institusional. Cara DPRD membuka ruang
dialog, cara aspirasi ditindaklanjuti, dan cara keputusan dikomunikasikan sangat
memengaruhi kemauan warga untuk terlibat.

Dengan menempatkan warga sebagai subjek relasional, bab ini menegaskan bahwa
peningkatan peran DPRD tidak dapat dilepaskan dari penguatan kapasitas kewargaan. Warga
yang sadar hak dan kewajibannya menciptakan lingkungan sosial yang mendukung praktik
perwakilan yang lebih bermakna.

Pada saat yang sama, warga juga belajar dari praktik DPRD. Transparansi, konsistensi, dan
keterbukaan lembaga perwakilan membentuk pengalaman demokrasi warga sehari-hari.
Relasi ini bersifat timbal balik dan berulang, membentuk siklus pembelajaran demokratis di
tingkat lokal.
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BAB IV menegaskan bahwa demokrasi daerah adalah kerja bersama. Hak, kewajiban, dan
partisipasi warga bukan elemen tambahan, melainkan bagian inti dari sistem kinerja
perwakilan. Dengan memahami warga sebagai mitra demokratis, riset ini memperluas makna
kinerja DPRD dari sekadar capaian institusional menjadi cerminan kualitas relasi kewargaan
dalam demokrasi lokal.

4.1 Hak Warga sebagai Sumber Energi Kinerja DPRD

Hak warga merupakan fondasi normatif demokrasi perwakilan. Hak untuk menyampaikan
aspirasi, memperoleh informasi, dan melakukan pengawasan memberi legitimasi sekaligus
arah bagi kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tanpa hak-hak ini, perwakilan kehilangan
basis sosialnya.

Namun, hak warga tidak berhenti sebagai jaminan hukum. Hak baru menjadi bermakna ketika
digunakan dalam praktik sosial. Aspirasi yang disampaikan, kritik yang diajukan, dan dialog
yang dibangun menjadi sumber energi yang menggerakkan fungsi representasi DPRD.

Dalam konteks ini, hak warga berperan sebagai umpan balik sosial. la membantu DPRD
membaca kebutuhan nyata masyarakat, menguji relevansi kebijakan, dan menyesuaikan
prioritas kerja. Hak yang aktif menciptakan sirkulasi informasi yang memperkaya proses
perwakilan.

Sebaliknya, ketika hak warga tidak digunakan atau hanya digunakan secara sporadis, DPRD
bekerja dalam ruang sosial yang miskin sinyal. Kekosongan umpan balik ini dapat membuat
kebijakan terasa jauh dari pengalaman warga, meskipun secara normatif telah sesuai prosedur.

Penting dicatat bahwa rendahnya penggunaan hak tidak selalu mencerminkan
ketidakpedulian warga. la sering kali berkaitan dengan pengalaman partisipasi yang tidak
bermakna, keterbatasan akses, atau rendahnya kepercayaan terhadap institusi perwakilan.

Dengan demikian, hak warga dipahami sebagai energi relasional. Kinerja DPRD bergantung
pada sejauh mana energi ini mengalir dan direspons secara serius. Hak warga dan kinerja
DPRD saling menghidupi dalam relasi demokratis yang berulang.

4.2 Kewajiban Warga dalam Demokrasi Perwakilan

Selain hak, demokrasi perwakilan juga mensyaratkan kewajiban warga. Kewajiban ini tidak
selalu tertulis secara eksplisit, tetapi melekat pada praktik kewargaan: mengikuti proses publik,
menghormati keputusan kolektif, dan menjaga kualitas dialog demokratis.

Kewajiban warga berfungsi menjaga keseimbangan relasi antara tuntutan dan tanggung jawab.
Tanpa kesadaran kewajiban, hak mudah berubah menjadi klaim sepihak yang tidak disertai
partisipasi substantif. Dalam kondisi ini, relasi warga—DPRD menjadi timpang.

Kewajiban juga mencakup upaya memahami konteks kebijakan. Literasi politik dan kesediaan
untuk belajar menjadi bagian dari tanggung jawab kewargaan. Demokrasi perwakilan
menuntut warga tidak hanya bersuara, tetapi juga bersedia mendengar dan berdialog.

|
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Namun, kewajiban warga tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial. Keterbatasan waktu, akses
informasi, dan pengalaman politik memengaruhi kemampuan warga menjalankan
kewajibannya. Karena itu, kewajiban tidak boleh dibaca secara moralistik.

Pendekatan reflektif memandang kewajiban sebagai praktik sosial yang perlu difasilitasi.
Ketika DPRD dan pemerintah daerah membuka ruang pembelajaran dan dialog, warga lebih
mungkin menjalankan kewajibannya secara sadar.

Dengan demikian, kewajiban warga merupakan prasyarat relasional bagi demokrasi yang
sehat. la memperkuat kualitas partisipasi dan membantu DPRD menjalankan perannya secara
lebih bermakna.

4.3 Partisipasi, Apatisme, dan Partisipasi Semu

Partisipasi publik sering dijadikan indikator kesehatan demokrasi. Namun, tidak semua
partisipasi memiliki kualitas yang sama. Kehadiran warga dalam forum formal belum tentu
mencerminkan keterlibatan yang bermakna.

Apatisme sering dipahami sebagai masalah sikap warga. Padahal, apatisme kerap lahir dari
pengalaman partisipasi yang tidak ditindaklanjuti atau tidak berpengaruh. Ketika suara warga
tidak menghasilkan perubahan, partisipasi kehilangan maknanya.

Di sisi lain, terdapat fenomena partisipasi semu. Warga dilibatkan secara prosedural, tetapi
tanpa ruang dialog yang nyata. Partisipasi semacam ini menciptakan ilusi keterlibatan
sekaligus memperdalam kekecewaan publik.

Pendekatan relasional melihat apatisme dan partisipasi semu sebagai gejala sistemik. la
mencerminkan relasi yang belum seimbang antara institusi dan warga. Masalahnya bukan
semata pada kemauan warga, tetapi pada kualitas ruang partisipasi.

Partisipasi yang bermakna mensyaratkan keterbukaan, responsivitas, dan kejelasan tindak
lanjut. Warga perlu melihat bagaimana aspirasinya dipertimbangkan dalam proses kebijakan,
meskipun tidak selalu diakomodasi sepenuhnya.

Dengan memahami variasi partisipasi ini, riset dapat membantu DPRD dan masyarakat
memperbaiki desain ruang dialog. Tujuannya bukan memperbanyak forum, tetapi
meningkatkan kualitas keterlibatan demokratis.

4.4 Relasi Warga—DPRD sebagai Tanggung Jawab Kolektif

Relasi antara warga dan DPRD merupakan inti demokrasi perwakilan. Relasi ini tidak bersifat
sepihak, melainkan dibangun melalui interaksi yang berulang dan timbal balik. Kualitas relasi
menentukan kualitas perwakilan.

Membaca relasi ini sebagai tanggung jawab kolektif berarti menolak logika saling
menyalahkan. Kinerja DPRD tidak hanya bergantung pada kapasitas institusi, tetapi juga pada
kualitas keterlibatan warga. Keduanya saling terkait.
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Dalam relasi kolektif ini, DPRD memiliki tanggung jawab membuka ruang dialog yang inklusif
dan transparan. Pada saat yang sama, warga memiliki tanggung jawab memanfaatkan ruang
tersebut secara konstruktif dan berkelanjutan.

Relasi yang sehat ditandai oleh kepercayaan dan konsistensi. Kepercayaan tidak dibangun
melalui retorika, tetapi melalui pengalaman interaksi yang jujur dan responsif. Konsistensi
dalam menindaklanjuti aspirasi memperkuat relasi jangka panjang.

Pendekatan tanggung jawab kolektif juga mengakui adanya ketimpangan kapasitas. Karenaiitu,
penguatan relasi memerlukan upaya sadar untuk menjembatani kesenjangan informasi dan
akses partisipasi.

Bab ini menegaskan bahwa demokrasi daerah bekerja sebagai sistem bersama. Relasi warga—
DPRD bukan sekadar hubungan antara yang diwakili dan wakil, melainkan proses
pembelajaran kolektif yang menentukan kualitas demokrasi lokal secara keseluruhan.
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BABV — PEMETAAN RELASI PERSONAL: KAPASITAS DAN ETIKA INDIVIDU

Relasi personal merupakan dimensi penting dalam memahami bagaimana tugas pokok, fungsi,
dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijalankan dalam praktik. Individu anggota
DPRD adalah aktor utama yang menerjemahkan mandat normatif ke dalam tindakan nyata.
Namun, riset ini menolak pembacaan personal yang sempit dan moralistik, yang memisahkan
individu dari konteks sosial dan institusionalnya.

Kapasitas individu sering kali menjadi fokus utama dalam diskursus kinerja. Kapasitas ini
mencakup pengetahuan regulasi, literasi kebijakan, pengalaman politik, serta kemampuan
komunikasi. Dalam praktik perwakilan, kapasitas tersebut memengaruhi cara anggota DPRD
memahami isu, merespons aspirasi, dan mengambil keputusan. Namun, kapasitas tidak
bersifat statis; ia berkembang melalui pengalaman, pembelajaran, dan interaksi sosial yang
berulang.

Penting untuk dipahami bahwa kapasitas personal tidak selalu berbanding lurus dengan
kinerja yang tampak. Individu dengan kapasitas tinggi dapat terhambat oleh keterbatasan
institusional atau tekanan politik, sementara individu dengan kapasitas terbatas dapat
berkembang dalam lingkungan yang mendukung. Oleh karena itu, pemetaan relasi personal
harus membaca kapasitas sebagai potensi yang dipengaruhi oleh konteks, bukan sebagai
atribut tetap.

Selain kapasitas, etika individu merupakan elemen kunci dalam relasi personal. Etika tidak
dipahami sebagai standar moral abstrak, melainkan sebagai praktik keseharian dalam
menjalankan peran publik. Cara anggota DPRD mengelola konflik kepentingan, menyikapi
kritik, dan menjaga integritas dalam pengambilan keputusan mencerminkan etika personal
yang bekerja dalam situasi nyata.

Etika individu juga terbentuk melalui relasi sosial. Tekanan konstituen, dinamika partai, dan
ekspektasi publik membentuk pilihan-pilihan etis yang sering kali tidak hitam-putih. Dalam
konteks ini, etika bukan sekadar persoalan niat baik, tetapi kkmampuan menavigasi dilema
dalam praktik perwakilan. Membaca etika secara reflektif membantu memahami mengapa
keputusan tertentu diambil, bukan sekadar menilai benar atau salah.

Relasi personal tidak dapat dilepaskan dari pengalaman representasi yang dialami individu.
Pengalaman berinteraksi dengan warga, menghadapi kritik publik, dan terlibat dalam proses
kebijakan membentuk cara individu memaknai perannya. Pengalaman ini berkontribusi pada
pembentukan identitas sebagai wakil rakyat dan memengaruhi gaya kerja serta prioritas
kebijakan.

Bab ini menegaskan bahwa pemetaan relasi personal bukanlah upaya mengindividualisasi
tanggung jawab kinerja. Fokusnya adalah memahami bagaimana kapasitas dan etika individu
berinteraksi dengan relasi sosial dan institusional. Dengan pemahaman ini, peningkatan peran
DPRD dapat diarahkan pada penguatan lingkungan belajar, bukan sekadar tuntutan terhadap
individu.
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Dengan demikian, BAB V memposisikan individu sebagai simpul penting dalam sistem
demokrasi lokal. Kapasitas dan etika personal dipahami sebagai bagian dari relasi yang lebih
luas, yang bersama-sama membentuk kualitas praktik perwakilan. Perspektif ini
memungkinkan pembacaan kinerja DPRD yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada
pembelajaran bersama.

5.1 Literasi Tupoksi Anggota DPRD

Literasi tugas pokok, fungsi, dan peran merupakan fondasi personal dalam praktik perwakilan.
Bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, literasi tupoksi menentukan bagaimana
mandat normatif dipahami dan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Literasi ini mencakup
pemahaman regulasi, mekanisme kerja lembaga, serta batas dan kewenangan peran
perwakilan.

Literasi tupoksi tidak bersifat otomatis. la tidak selalu hadir hanya karena status sebagai
anggota DPRD. Literasi berkembang melalui proses belajar, pengalaman politik, serta interaksi
dengan sistem kelembagaan. Karena itu, perbedaan tingkat literasi antaranggota merupakan
fenomena yang wajar dalam demokrasi perwakilan.

Rendah atau terbatasnya literasi tupoksi sering kali dibaca sebagai kelemahan personal.
Namun, pembacaan semacam ini mengabaikan konteks relasional. Akses terhadap informasi,
kualitas pembekalan, dan dukungan institusional sangat memengaruhi proses pembentukan
literasi individu.

Literasi tupoksi juga bersifat dinamis. Perubahan regulasi, kompleksitas isu kebijakan, dan
tuntutan publik yang berkembang menuntut pembaruan pemahaman secara terus-menerus.
Dengan demikian, literasi bukan kondisi statis, melainkan proses pembelajaran berkelanjutan.

Dalam praktik perwakilan, literasi tupoksi memengaruhi kepercayaan diri individu dalam
menjalankan peran. Pemahaman yang memadai memungkinkan anggota DPRD berpartisipasi
lebih aktif dalam pembahasan kebijakan dan dialog publik. Sebaliknya, keterbatasan literasi
dapat mendorong ketergantungan pada aktor lain atau praktik simbolik.

Bab ini memposisikan literasi tupoksi sebagai isu relasional dan institusional. Peningkatan
literasi bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab sistem demokrasi
lokal dalam menyediakan lingkungan belajar yang mendukung praktik perwakilan yang
bermakna.

5.2 Etika Personal dalam Representasi Politik

Etika personal merupakan dimensi penting dalam relasi personal anggota DPRD. Etika tidak
dipahami sebagai seperangkat nilai abstrak, melainkan sebagai praktik keseharian dalam
mengambil keputusan, menyikapi kepentingan, dan merespons tekanan politik.

Dalam representasi politik, etika personal sering diuji oleh situasi dilematis. Anggota DPRD
dihadapkan pada pilihan antara kepentingan publik, loyalitas politik, dan tuntutan konstituen.
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Keputusan yang diambil jarang bersifat hitam-putih, melainkan hasil pertimbangan dalam
ruang abu-abu demokrasi.

Etika personal juga terbentuk melalui pengalaman dan relasi sosial. Interaksi dengan warga,
media, dan aktor politik lain membentuk sensitivitas etis individu. Etika, dengan demikian,
bukan sifat bawaan, tetapi hasil pembelajaran sosial yang berulang.

Pendekatan moralistik yang menilai etika secara biner—benar atau salah—sering kali gagal
memahami kompleksitas praktik perwakilan. Pembacaan reflektif melihat etika sebagai
kemampuan menavigasi dilema, bukan sebagai kesempurnaan moral.

Dalam konteks ini, etika personal tidak dapat dilepaskan dari dukungan institusional. Sistem
yang transparan dan akuntabel membantu individu menjaga etika dalam praktik. Sebaliknya,
sistem yang ambigu atau permisif memperbesar risiko dilema etis.

Dengan membaca etika personal secara relasional, riset ini menempatkan etika sebagai bagian
dari ekosistem demokrasi. Penguatan etika tidak hanya melalui tuntutan individual, tetapi
melalui perbaikan relasi dan tata kelola yang menopang praktik perwakilan.

5.3 Beban Peran dan Tekanan Sosial

Anggota DPRD memikul berbagai peran sekaligus: wakil rakyat, kader partai, mitra pemerintah
daerah, dan figur publik. Beban peran ini membentuk tekanan sosial yang signifikan dalam
praktik perwakilan.

Tekanan tersebut datang dari berbagai arah. Konstituen menuntut respons cepat, partai
menuntut loyalitas, media menuntut transparansi, sementara institusi menuntut kepatuhan
prosedural. Dalam situasi ini, individu harus terus-menerus menyeimbangkan tuntutan yang
sering kali saling bertentangan.

Beban peran yang berlapis memengaruhi cara individu menjalankan tupoksi. Keputusan yang
diambil sering kali merupakan hasil kompromi terhadap tekanan sosial, bukan sekadar
penerapan norma. Oleh karena itu, praktik perwakilan perlu dibaca dalam konteks tekanan
yang dihadapi individu.

Sering kali, tekanan sosial ini tidak terlihat dalam penilaian kinerja formal. Individu dinilai dari
hasil, tanpa mempertimbangkan beban peran yang menyertainya. Pendekatan ini berisiko
menyederhanakan kompleksitas kerja perwakilan.

Membaca beban peran secara reflektif membantu memahami batas-batas personal dalam
praktik demokrasi. Beban yang tidak dikelola dapat berdampak pada kualitas keputusan,
komunikasi publik, dan keberlanjutan peran individu.

Dengan demikian, pemetaan relasi personal perlu memasukkan dimensi beban dan tekanan
sosial. Peningkatan kualitas perwakilan mensyaratkan pengelolaan tekanan melalui dukungan
institusional dan relasi sosial yang lebih sehat.
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5.4 Personalitas sebagai Faktor Relasional, Bukan Moralistik

Personalitasindividu sering kali menjadi sorotan dalam diskursus publik tentang kinerja DPRD.
Gaya komunikasi, karakter, dan sikap personal mudah diberi label positif atau negatif. Namun,
pendekatan ini cenderung moralistik dan reduksionis.

Bab ini memandang personalitas sebagai faktor relasional. Personalitas tidak berdiri sendiri,
melainkan terbentuk dan dimaknai dalam interaksi sosial. Cara individu dipersepsikan publik
sangat dipengaruhi oleh konteks, media, dan relasi politik yang melingkupinya.

Personalitas juga memengaruhi cara individu membangun relasi dengan warga dan kolega.
Gaya yang terbuka atau tertutup, misalnya, akan berdampak pada kualitas dialog publik.
Namun, gaya tersebut tidak selalu mencerminkan komitmen normatif, melainkan adaptasi
terhadap situasi.

Pendekatan relasional menolak penilaian personalitas sebagai indikator tunggal kinerja.
Personalitas dipahami sebagai salah satu variabel yang berinteraksi dengan kapasitas, etika,
dan sistem institusional. la dapat memperkuat atau melemahkan praktik perwakilan
tergantung konteksnya.

Dengan memahami personalitas secara relasional, analisis terhindar dari penghakiman
karakter. Fokus bergeser pada bagaimana personalitas bekerja dalam sistem demokrasi lokal
dan bagaimana sistem tersebut dapat mengakomodasi keragaman individu.

Bab ini menegaskan bahwa individu bukan sumber tunggal masalah atau keberhasilan
demokrasi. Personalitas adalah bagian dari mosaik relasi personal—sosial—institusional yang
bersama-sama membentuk kualitas perwakilan dan kinerja DPRD.

DEMOKRASI DAN SENI MEMAKNAI DATA
30




BAB VI — PEMETAAN RELASI SOSIAL: ASPIRASI, KOMUNIKASI, DAN KEPERCAYAAN

Relasi sosial merupakan ruang utama tempat demokrasi perwakilan bekerja secara nyata.
Hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan warga tidak hanya terjadi melalui
mekanisme formal, tetapi melalui interaksi sosial yang berulang, baik yang terlembaga
maupun yang bersifat informal. Dalam ruang inilah aspirasi dibentuk, disampaikan, ditafsirkan,
dan diuji relevansinya.

Aspirasi publik sering dipahami sebagai daftar tuntutan yang harus ditampung dan
diperjuangkan. Namun, dalam perspektif relasional, aspirasi adalah ekspresi pengalaman
sosial warga yang kompleks. Aspirasi tidak selalu hadir dalam bentuk yang rapi dan terstruktur,
melainkan sering kali fragmentaris, emosional, dan kontekstual. Cara DPRD membaca dan
memproses aspirasi ini sangat menentukan kualitas relasi sosial yang terbangun.

Komunikasi menjadi medium utama dalam relasi sosial tersebut. Komunikasi tidak hanya
menyangkut penyampaian informasi, tetapi juga cara mendengar, merespons, dan
menjelaskan keputusan publik. Komunikasi yang satu arah dan bersifat seremonial cenderung
melemahkan relasi sosial, sementara komunikasi dialogis membuka ruang saling memahami
antara wakil dan warga.

Dalam praktiknya, komunikasi antara DPRD dan warga sering menghadapi berbagai hambatan.
Perbedaan bahasa kebijakan dan bahasa sehari-hari, keterbatasan akses informasi, serta
ketimpangan pengetahuan membentuk jarak sosial. Jarak ini dapat menimbulkan
kesalahpahaman yang pada akhirnya memengaruhi persepsi kinerja lembaga perwakilan.

Kepercayaan publik tumbuh atau terkikis melalui pengalaman komunikasi tersebut.
Kepercayaan bukan hasil dari klaim keberhasilan, melainkan dari konsistensi interaksi. Ketika
warga melihat bahwa aspirasinya didengar, meskipun tidak selalu diakomodasi, kepercayaan
cenderung terjaga. Sebaliknya, ketika komunikasi tidak transparan atau respons tidak jelas,
kepercayaan mudah melemah.

Relasi sosial juga dipengaruhi oleh sejarah interaksi antara DPRD dan masyarakat. Pengalaman
masa lalu—baik positif maupun negatif—membentuk ekspektasi warga terhadap institusi
perwakilan. Oleh karena itu, relasi sosial bersifat kumulatif dan tidak dapat dipulihkan secara
instan melalui satu kebijakan atau forum partisipasi.

Bab ini menolak pembacaan relasi sosial sebagai persoalan teknis komunikasi semata. Relasi
sosial dipahami sebagai proses sosial-politik yang melibatkan kekuasaan, representasi, dan
legitimasi. Aspirasi, komunikasi, dan kepercayaan saling terkait membentuk ekosistem
perwakilan yang hidup.

Dengan memetakan relasi sosial secara reflektif, riset ini berupaya melihat di mana dialog
berjalan dan di manaia tersumbat. Pemetaan ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan aktor
tertentu, melainkan untuk memahami kondisi sosial yang memengaruhi praktik perwakilan.

BAB VI menegaskan bahwa peningkatan tugas, fungsi, dan peran DPRD sangat bergantung

pada kualitas relasi sosial. Aspirasi yang dibaca secara serius, komunikasi yang dialogis, dan
-~ - |
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kepercayaan yang dirawat bersama menjadi prasyarat bagi demokrasi daerah yang lebih
matang. Relasi sosial, dengan demikian, bukan pelengkap kinerja, melainkan fondasi utama
praktik perwakilan.

6.1 Saluran Aspirasi dan Kualitas Dialog Publik

Saluran aspirasi merupakan pintu utama hubungan antara warga dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. Saluran ini dapat berbentuk forum resmi, mekanisme reses, kanal digital,
maupun interaksi informal. Keberadaan saluran aspirasi sering kali dijadikan indikator
keterbukaan institusi, meskipun keberadaan saja belum menjamin kualitas dialog yang terjadi
di dalamnya.

Kualitas dialog publik ditentukan oleh cara aspirasi diterima dan diproses. Dialog yang
bermakna mensyaratkan ruang mendengar yang setara, bukan sekadar ruang menyampaikan.
Ketika aspirasi hanya dicatat tanpa proses klarifikasi dan umpan balik, dialog berubah menjadi
prosedur administratif yang kehilangan makna demokratis.

Dalam praktiknya, banyak saluran aspirasi beroperasi secara satu arah. Warga menyampaikan
keluhan atau harapan, sementara institusi memberi respons minimal atau simbolik. Pola ini
membentuk pengalaman partisipasi yang dangkal dan berpotensi menurunkan kepercayaan
publik.

Dialog publik juga dipengaruhi oleh bahasa yang digunakan. Bahasa kebijakan yang
teknokratis sering kali sulit dipahami warga, sehingga menciptakan jarak komunikasi. Ketika
dialog tidak disesuaikan dengan konteks sosial, aspirasi mudah disalahpahami atau direduksi.

Kualitas dialog tidak hanya bergantung pada kapasitas warga, tetapi juga pada kesiapan
institusi untuk membuka ruang diskusi yang substantif. Kesediaan untuk menjelaskan
keterbatasan, pilihan kebijakan, dan konsekuensi keputusan merupakan bagian dari dialog
yang jujur.

Dengan demikian, pemetaan saluran aspirasi perlu memperhatikan kualitas interaksi yang
terjadi. Dialog publik yang sehat menjadi prasyarat penting bagi relasi sosial yang mendukung
praktik perwakilan yang bermakna.

6.2 Representasi, Persepsi, dan Harapan Warga

Representasi politik tidak hanya diukur dari keberadaan wakil di lembaga formal, tetapi dari
bagaimana warga memersepsikan keterwakilan tersebut. Persepsi warga dibentuk oleh
pengalaman interaksi, komunikasi publik, dan konsistensi tindakan DPRD dalam merespons
kebutuhan masyarakat.

Harapan warga terhadap DPRD sering kali bersifat beragam dan bahkan saling bertentangan.
Sebagian warga berharap respons cepat dan konkret, sementara yang lain menuntut proses
yang transparan dan partisipatif. Harapan ini mencerminkan keragaman pengalaman sosial
dan tingkat literasi politik.
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Ketidaksesuaian antara harapan dan pengalaman aktual dapat memengaruhi persepsi
representasi. Ketika harapan tidak terpenuhi tanpa penjelasan yang memadai, persepsi
negatif mudah terbentuk, meskipun kebijakan yang diambil memiliki dasar rasional.

Persepsi warga juga dipengaruhi oleh narasi publik dan media. Informasi yang parsial atau
sensasional dapat memperkuat citra tertentu tentang DPRD, terlepas dari kompleksitas proses
kebijakan yang sebenarnya terjadi.

Pendekatan relasional memandang persepsi dan harapan sebagai fenomena sosial yang perlu
dipahami, bukan diluruskan secara sepihak. Persepsi warga adalah data sosial yang
mencerminkan kualitas relasi antara wakil dan yang diwakili.

Dengan membaca representasi melalui lensa persepsi dan harapan, riset ini membantu
memahami bagaimana relasi sosial membentuk legitimasi perwakilan dan memengaruhi
praktik tupoksi DPRD.

6.3 Kepercayaan Publik sebagai Modal Kerja DPRD

Kepercayaan publik merupakan modal sosial utama dalam praktik perwakilan. Tanpa
kepercayaan, setiap kebijakan dan keputusan DPRD berpotensi dipertanyakan, bahkan
sebelum substansinya dipahami. Kepercayaan memungkinkan institusi bekerja dalam ruang
legitimasi yang relatif stabil.

Kepercayaan tidak dibangun melalui klaim keberhasilan, melainkan melalui pengalaman
interaksi yang konsisten. Respons terhadap aspirasi, keterbukaan informasi, dan kejelasan
proses pengambilan keputusan berkontribusi langsung pada pembentukan kepercayaan.

Dalam konteks demokrasi lokal, kepercayaan bersifat rapuh dan kumulatif. Pengalaman
negatif yang berulang dapat mengikis kepercayaan secara perlahan, sementara pemulihan
kepercayaan membutuhkan waktu dan konsistensi yang panjang.

Kepercayaan juga memengaruhi efektivitas tupoksi DPRD. Dengan kepercayaan yang memadai,
DPRD memiliki ruang manuver yang lebih luas untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran,
dan pengawasan tanpa resistensi berlebihan.

Sebaliknya, rendahnya kepercayaan mempersempit ruang dialog dan meningkatkan
kecurigaan publik. Dalam kondisi ini, bahkan kebijakan yang berniat baik dapat ditolak karena
defisit kepercayaan.

Oleh karena itu, kepercayaan publik dipahami sebagai modal kerja yang harus dirawat secara
sadar. la bukan hasil sampingan kinerja, melainkan prasyarat relasional bagi praktik perwakilan
yang berkelanjutan.

6.4 Pola Relasi Sosial yang Mendukung atau Menghambat Tupoksi
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Relasi sosial antara DPRD dan warga membentuk pola tertentu yang dapat mendukung atau
menghambat pelaksanaan tupoksi. Pola relasi ini tercermin dalam cara aspirasi disalurkan,
komunikasi dibangun, dan konflik dikelola.

Pola relasi yang mendukung ditandai oleh dialog terbuka, kejelasan peran, dan kepercayaan
timbal balik. Dalam pola ini, warga merasa dilibatkan secara bermakna, sementara DPRD
memperoleh umpan balik yang relevan untuk pengambilan keputusan.

Sebaliknya, polarelasi yang menghambat sering ditandai oleh komunikasi tertutup, partisipasi
simbolik, dan respons yang tidak konsisten. Pola ini menciptakan jarak sosial yang
mempersulit pelaksanaan fungsi representasi.

Pola relasi juga dipengaruhi oleh sejarah interaksi. Pengalaman masa lalu membentuk
ekspektasi dan sikap warga terhadap DPRD. Oleh karena itu, perubahan pola relasi
memerlukan waktu dan upaya yang berkelanjutan.

Pendekatan relasional melihat pola relasi sebagai hasil interaksi sistemik, bukan sebagai
kesalahan aktor tertentu. Pola yang menghambat menunjukkan adanya ketidaksinkronan
antara desain institusi dan praktik sosial.

Dengan memetakan pola relasi sosial, riset ini menyediakan dasar refleksi untuk memperkuat
relasi yang mendukung tupoksi DPRD. Tujuannya bukan menghapus konflik, melainkan
membangun relasi yang memungkinkan demokrasi lokal bekerja secara lebih matang dan
adaptif.
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BAB VIl — PEMETAAN RELASI INSTITUSIONAL: TATA KELOLA DAN DUKUNGAN SISTEM

Relasi institusional merupakan dimensi yang sering kali paling tidak terlihat, namun sangat
menentukan dalam praktik perwakilan. Tata kelola dan dukungan sistem membentuk ruang
kemungkinan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas
pokok, fungsi, dan perannya. Institusi tidak hanya menyediakan aturan, tetapi juga
membentuk ritme kerja, pola interaksi, dan batas-batas tindakan perwakilan.

Dalam banyak diskursus publik, kinerja DPRD kerap dilekatkan pada individu atau relasi
dengan warga, sementara faktor institusional diperlakukan sebagai latar belakang netral. Bab
ini menolak asumsi tersebut. Tata kelola internal, mekanisme pengambilan keputusan, serta
dukungan administratif memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas praktik perwakilan dan
efektivitas pelaksanaan tupoksi.

Institusi DPRD bekerja melalui seperangkat prosedur, struktur organisasi, dan pembagian
peran. Prosedur ini dimaksudkan untuk menjaga akuntabilitas dan keteraturan, tetapi dalam
praktiknya dapat bersifat membatasi atau justru memfasilitasi. Cara prosedur diterapkan—
fleksibel atau kaku, terbuka atau tertutup—membentuk pengalaman kerja anggota DPRD
dalam keseharian.

Dukungan sistem, seperti peran sekretariat, akses terhadap data dan analisis kebijakan, serta
kapasitas administratif, menjadi prasyarat penting bagi praktik perwakilan yang bermakna.
Tanpa dukungan ini, anggota DPRD berisiko menjalankan peran secara simbolik atau reaktif.
Keterbatasan sistem sering kali diterjemahkan sebagai kelemahan personal, padahal akar
persoalannya bersifat struktural.

Relasi institusional juga mencakup hubungan DPRD dengan pemerintah daerah dan aktor
kebijakan lainnya. Hubungan ini tidak selalu harmonis, karena mengandung ketegangan
antara fungsi pengawasan dan kebutuhan kolaborasi. Ketegangan tersebut merupakan bagian
inheren dari demokrasi lokal dan perlu dikelola melalui tata kelola yang jelas dan relasi yang
profesional.

Bab ini memandang institusi sebagai lingkungan belajar, bukan sekadar mesin prosedural.
Institusi yang mampu belajar adalah institusi yang membuka ruang refleksi, evaluasi internal,
dan perbaikan berkelanjutan. Dalam lingkungan semacam ini, kesalahan dipahami sebagai
informasi untuk perbaikan sistem, bukan sebagai kegagalan individu semata.

Sebaliknya, institusi yang menutup diri terhadap refleksi cenderung mereproduksi praktik
yang tidak efektif. Prosedur menjadi rutinitas tanpa makna, dan dukungan sistem kehilangan
fungsi strategisnya. Kondisi ini membatasi ruang inovasi dan adaptasi dalam praktik
perwakilan.

Dengan memetakan relasi institusional, bab ini berupaya mengungkap bagaimana tata kelola
dan dukungan sistem memengaruhi kualitas relasi personal dan sosial. Institusi dipahami
sebagai simpul yang menghubungkan individu dan warga dalam sistem demokrasi lokal.
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BAB VII menegaskan bahwa peningkatan tugas pokok, fungsi, dan peran DPRD tidak dapat
dilepaskan dari penguatan tata kelola dan dukungan sistem. Reformasi individu dan partisipasi
warga memerlukan institusi yang mampu menopang dan mengarahkan praktik perwakilan.
Dalam kerangka ini, relasi institusional menjadi fondasi yang memungkinkan demokrasi
daerah bekerja secara lebih konsisten, adil, dan berkelanjutan.

7.1 Struktur Internal dan Mekanisme Kerja DPRD

Struktur internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membentuk kerangka dasar bagaimana
tugas pokok, fungsi, dan peran dijalankan. Alat kelengkapan dewan, pembagian komisi, fraksi,
serta mekanisme rapat menentukan alur kerja dan distribusi tanggung jawab. Struktur ini
bukan sekadar bagan organisasi, melainkan pengatur ritme dan prioritas kerja perwakilan.

Mekanisme kerja yang tertata dengan baik dapat memfasilitasi kolaborasi dan pengambilan
keputusan yang efektif. Kejelasan peran dan prosedur membantu anggota DPRD memahami
ruang kewenangan dan batas tanggung jawabnya. Dalam kondisi ini, struktur berfungsi
sebagai penopang praktik perwakilan yang konsisten.

Namun, struktur internal juga dapat menjadi sumber hambatan jika terlalu kaku atau tidak
adaptif. Prosedur yang berlapis dan mekanisme yang berbelit berpotensi memperlambat
respons terhadap aspirasi publik. Ketika mekanisme kerja tidak selaras dengan dinamika sosial,
efektivitas tupoksi menjadi terbatas.

Struktur internal turut memengaruhi relasi antaranggota. Pola koordinasi, budaya rapat, dan
distribusi informasi membentuk kualitas interaksi internal. Relasi yang hierarkis dan tertutup
dapat menghambat pertukaran gagasan, sementara relasi yang kolaboratif memperkaya
proses deliberasi.

Penting untuk memahami bahwa struktur internal tidak bersifat netral. la mencerminkan
pilihan desain kelembagaan dan budaya organisasi yang berkembang dari waktu ke waktu.
Karena itu, analisis struktur perlu membaca konteks sejarah dan praktik yang melingkupinya.

Dengan membaca struktur internal secara relasional, riset ini menempatkan mekanisme kerja
sebagai faktor yang dapat diperbaiki dan dipelajari. Struktur yang adaptif menjadi prasyarat
bagi DPRD untuk menjalankan peran perwakilan secara lebih responsif dan bermakna.

7.2 Peran Sekretariat dan Dukungan Administratif

Sekretariat DPRD merupakan tulang punggung administratif yang menopang praktik
perwakilan. Peran sekretariat mencakup penyediaan data, dukungan teknis, pengelolaan
agenda, dan dokumentasi proses kerja. Tanpa dukungan ini, pelaksanaan tupoksi berisiko
berjalan secara reaktif dan tidak berkelanjutan.

Dukungan administratif memengaruhi kualitas pengambilan keputusan. Akses terhadap
informasi yang akurat, analisis kebijakan, dan dokumentasi yang rapi membantu anggota
DPRD memahami isu secara lebih komprehensif. Dalam konteks ini, sekretariat berperan
sebagai penyedia kapasitas institusional.

|
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Namun, peran sekretariat sering kali dipersempit sebagai fungsi teknis semata. Pendekatan
ini mengabaikan potensi strategis sekretariat dalam mendukung pembelajaran kelembagaan.
Ketika sekretariat tidak dilibatkan dalam proses refleksi, dukungan sistem kehilangan nilai
tambahnya.

Relasi antara anggota DPRD dan sekretariat juga menentukan efektivitas dukungan. Relasi
yang profesional dan saling menghargai memungkinkan pertukaran informasi yang lebih
terbuka. Sebaliknya, relasi yang hierarkis atau politis dapat membatasi fungsi sekretariat.

Keterbatasan kapasitas sekretariat—baik dari sisi sumber daya manusia maupun sistem—
sering kali berdampak langsung pada kualitas kerja DPRD. Keterbatasan ini perlu dibaca
sebagai isu institusional, bukan sebagai kegagalan individu.

Dengan demikian, pemetaan peran sekretariat menjadi bagian penting dari analisis relasi
institusional. Penguatan dukungan administratif merupakan investasi bagi praktik perwakilan
yang lebih efektif dan berorientasi pembelajaran.

7.3 Relasi DPRD dengan Pemerintah Daerah

Relasi antara DPRD dan pemerintah daerah merupakan inti dari sistem checks and balances di
tingkat lokal. Relasi ini bersifat ganda: kolaboratif dalam perumusan kebijakan dan anggaran,
sekaligus kritis dalam fungsi pengawasan. Ketegangan dalam relasi ini adalah bagian inheren
dari demokrasi daerah.

Dalam praktiknya, relasi DPRD—pemerintah daerah dipengaruhi oleh kepentingan politik,
dinamika personal, dan desain institusional. Hubungan yang terlalu harmonis berisiko
melemahkan fungsi pengawasan, sementara hubungan yang terlalu konfrontatif dapat
menghambat proses kebijakan.

Kualitas relasi ini sangat menentukan efektivitas tupoksi DPRD. Kejelasan peran, komunikasi
yang profesional, dan penghormatan terhadap kewenangan masing-masing lembaga menjadi
prasyarat bagi relasi yang sehat. Tanpa kejelasan tersebut, konflik mudah bergeser menjadi
personal atau politis.

Relasi ini juga memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja DPRD. Ketika DPRD mampu
menjaga jarak kritis sekaligus bekerja sama secara konstruktif, legitimasi institusi cenderung
menguat. Sebaliknya, relasi yang tidak transparan dapat memicu kecurigaan publik.

Penting untuk membaca relasi DPRD—pemerintah daerah sebagai relasi institusional, bukan
relasi personal semata. Banyak ketegangan bersumber dari desain sistem dan pembagian
kewenangan yang belum optimal.

Dengan pendekatan reflektif, riset ini memandang relasi tersebut sebagai ruang pembelajaran
demokratis. Pengelolaan relasi yang matang menjadi indikator kedewasaan institusi dalam
menjalankan peran perwakilan.

7.4 Institusi sebagai Lingkungan Belajar, Bukan Mesin Formalitas
|
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Institusi DPRD sering dipersepsikan sebagai mesin prosedural yang bekerja berdasarkan
aturan baku. Pendekatan ini menekankan kepatuhan, tetapi sering mengabaikan dimensi
pembelajaran. Bab ini mengusulkan reposisi institusi sebagai lingkungan belajar demokratis.

Sebagai lingkungan belajar, institusi membuka ruang refleksi atas praktik yang dijalankan.
Evaluasi internal, diskusi lintas komisi, dan dokumentasi pembelajaran menjadi bagian dari
kerja kelembagaan. Dalam konteks ini, kesalahan dipahami sebagai sumber informasi, bukan
sekadar pelanggaran.

Lingkungan belajar mensyaratkan budaya organisasi yang terbuka. Anggota DPRD dan
sekretariat perlu merasa aman untuk mengemukakan pandangan dan kritik internal.
Keamanan psikologis menjadi prasyarat bagi inovasi dan perbaikan berkelanjutan.

Sebaliknya, institusi yang hanya berfungsi sebagai mesin formalitas cenderung menutup ruang
refleksi. Prosedur dijalankan secara mekanis, sementara makna dan dampaknya jarang
dibahas. Kondisi ini membatasi kemampuan institusi untuk beradaptasi.

Memandang institusi sebagai lingkungan belajar juga berarti mengaitkan kinerja dengan
proses, bukan hanya hasil. Proses deliberasi, kualitas dialog internal, dan pembelajaran dari
pengalaman menjadi bagian dari indikator kedewasaan institusi.

Bab ini menegaskan bahwa penguatan institusi sebagai lingkungan belajar merupakan kunci
peningkatan tupoksi DPRD. Dengan pendekatan ini, tata kelola dan dukungan sistem tidak
hanya menjaga keteraturan, tetapi juga merawat demokrasi lokal sebagai proses yang terus
berkembang.
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BAB VIIl — POLA PENINGKATAN TUGAS, FUNGSI, DAN PERAN DPRD,

Peningkatan tugas pokok, fungsi, dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sering kali
dipahami sebagai agenda perbaikan kinerja yang bersifat linier: menetapkan standar,
menutup kekurangan, lalu mencapai kondisi ideal. Pendekatan semacam ini cenderung
menempatkan peningkatan sebagai proyek jangka pendek yang diukur melalui indikator hasil.
Bab ini mengambil jarak dari pendekatan tersebut dengan menempatkan peningkatan sebagai
pola sosial-institusional yang berlangsung secara bertahap dan kontekstual.

Pola peningkatan tidak lahir dari satu intervensi tunggal, melainkan dari interaksi berulang
antara relasi personal, sosial, dan institusional. Peningkatan kapasitas individu tidak akan
berkelanjutan tanpa dukungan sistem, sementara perbaikan tata kelola tidak akan bermakna
tanpa relasi sosial yang hidup. Dengan demikian, peningkatan dipahami sebagai hasil dari
keselarasan relasi, bukan sekadar penambahan kemampuan teknis.

Dalam praktiknya, pola peningkatan sering kali bersifat tidak seragam. Setiap daerah memiliki
konfigurasi relasi dan tantangan yang berbeda. Ada konteks di mana peningkatan dimulai dari
penguatan komunikasi publik, sementara di konteks lain dari perbaikan mekanisme internal
atau literasi tupoksi anggota. Variasi ini menunjukkan bahwa peningkatan tidak dapat
dipaksakan melalui satu model baku.

Bab ini juga menekankan bahwa peningkatan peran DPRD tidak selalu tampak sebagai
lonjakan kinerja yang spektakuler. Sering kali, peningkatan hadir dalam bentuk perubahan
kecil namun konsisten: dialog yang lebih terbuka, respons yang lebih jelas, atau proses
deliberasi yang lebih inklusif. Perubahan-perubahan ini merupakan indikator penting dari
pembelajaran institusional.

Pola peningkatan juga tidak bebas dari ketegangan dan kemunduran. Dalam demokrasi lokal,
kemajuan sering berjalan berdampingan dengan resistensi, keterbatasan, dan konflik
kepentingan. Pendekatan reflektif memandang kemunduran bukan sebagai kegagalan total,
melainkan sebagai bagian dari siklus belajar yang perlu dibaca dan dikelola.

Penting untuk dicatat bahwa peningkatan tupoksi DPRD tidak dapat dilepaskan dari peran
warga masyarakat. Kualitas partisipasi, kepercayaan publik, dan penggunaan hak serta
kewajiban warga membentuk lingkungan sosial yang memungkinkan atau menghambat
peningkatan peran perwakilan. Dengan demikian, pola peningkatan selalu bersifat kolektif.

Bab ini menolak logika peningkatan yang berbasis tekanan dan peringkat. Alih-alih mendorong
kompetisi simbolik, pendekatan yang diusulkan menekankan kolaborasi, refleksi, dan dialog
lintas aktor. Peningkatan diposisikan sebagai proses merawat demokrasi, bukan membuktikan
keunggulan institusi.

Dalam kerangka riset publik terapan, pemetaan pola peningkatan berfungsi sebagai alat bantu
refleksi. la membantu DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat melihat di mana proses
belajar berjalan dan di mana ia tersumbat. Pemetaan ini tidak dimaksudkan untuk
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menetapkan target kaku, tetapi untuk membuka ruang perbaikan yang realistis dan
kontekstual.

Dengan demikian, BAB VIII menegaskan bahwa peningkatan tugas, fungsi, dan peran DPRD
adalah proses jangka panjang yang bertumpu pada kualitas relasi demokratis. Peningkatan
yang berkelanjutan hanya mungkin terjadi ketika institusi bersedia belajar, individu didukung
untuk berkembang, dan warga dilibatkan sebagai mitra demokrasi. Dalam perspektif ini,
peningkatan bukan tujuan akhir, melainkan praktik bersama yang terus dirawat.

8.1 Peningkatan sebagai Proses, Bukan Target Tunggal

Peningkatan tugas pokok, fungsi, dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sering
dipahami sebagai pencapaian target tertentu yang dapat ditentukan di awal dan diukur di
akhir. Cara pandang ini menempatkan peningkatan sebagai tujuan statis yang harus dicapai
dalam kerangka waktu tertentu.

Pendekatan tersebut cenderung menyederhanakan realitas demokrasi lokal. Dalam praktik
perwakilan, peningkatan jarang berjalan secara linier. la dipengaruhi oleh dinamika politik,
perubahan sosial, dan kapasitas institusional yang terus bergerak.

Bab ini memandang peningkatan sebagai proses yang berlangsung secara bertahap.
Peningkatan tidak selalu berarti lonjakan kinerja, tetapi sering kali hadir sebagai perbaikan
kecil yang konsisten dalam cara bekerja, berkomunikasi, dan mengambil keputusan.

Dengan memahami peningkatan sebagai proses, perhatian bergeser dari hasil akhir menuju
kualitas perjalanan. Proses deliberasi, cara merespons aspirasi, dan kemampuan mengelola
konflik menjadi indikator penting dari peningkatan peran perwakilan.

Pendekatan prosesual juga membuka ruang untuk mengakui keterbatasan. Tidak semua
tujuan dapat dicapai dalam satu periode, dan tidak semua perbaikan langsung terlihat.
Pengakuan ini penting untuk menjaga realisme dan keberlanjutan upaya peningkatan.

Dengan demikian, peningkatan sebagai proses menempatkan DPRD dalam posisi belajar yang
berkelanjutan. Peningkatan bukan pencapaian final, melainkan praktik demokratis yang terus
dirawat.

8.2 Faktor Relasional dalam Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja DPRD tidak dapat dijelaskan hanya melalui faktor teknis atau individual.
Faktor relasional—hubungan antara individu, institusi, dan masyarakat—memainkan peran
kunci dalam menentukan arah dan kualitas peningkatan.

Relasi personal memengaruhi bagaimana individu belajar dan beradaptasi. Dukungan kolega,
kepemimpinan internal, dan budaya kerja menentukan sejauh mana kapasitas individu dapat
berkembang. Tanpa relasi personal yang sehat, peningkatan sering terhambat.
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Relasi sosial dengan warga juga menjadi faktor penentu. Aspirasi yang jelas, dialog yang
terbuka, dan kepercayaan publik menyediakan umpan balik yang diperlukan untuk perbaikan
praktik perwakilan. Relasi sosial yang rapuh membatasi ruang pembelajaran.

Di tingkat institusional, relasi antar-unit, mekanisme kerja, dan dukungan sistem menentukan
apakah pembelajaran dapat diintegrasikan ke dalam praktik kelembagaan. Institusi yang kaku
menyulitkan proses peningkatan meskipun individu memiliki niat belajar.

Faktor relasional bekerja secara simultan dan saling memengaruhi. Peningkatan di satu relasi
tanpa perbaikan relasi lain sering menghasilkan ketimpangan baru. Oleh karena itu,
peningkatan perlu dibaca secara sistemik.

Bab ini menegaskan bahwa kinerja DPRD adalah produk relasi. Peningkatan yang
berkelanjutan hanya mungkin terjadi ketika relasi personal, sosial, dan institusional bergerak
selaras.

8.3 Pola-Pola Adaptif dan Non-Adaptif

Dalam praktik demokrasi lokal, DPRD menunjukkan berbagai pola respons terhadap
perubahan. Pola adaptif ditandai oleh kemampuan membaca situasi, menyesuaikan cara kerja,
dan belajar dari pengalaman sebelumnya.

Pola adaptif terlihat ketika DPRD mampu mengubah pendekatan komunikasi, memperbaiki
mekanisme internal, atau menyesuaikan prioritas kebijakan berdasarkan umpan balik publik.
Adaptasi ini menunjukkan adanya refleksi dan pembelajaran.

Sebaliknya, pola non-adaptif muncul ketika praktik lama dipertahankan meskipun tidak lagi
relevan. Kekakuan prosedural, resistensi terhadap kritik, dan penolakan terhadap perubahan
menjadi ciri polaini.

Pola non-adaptif sering kali bukan akibat niat buruk, melainkan keterbatasan sistem dan
budaya organisasi. Ketika ruang refleksi sempit, institusi cenderung mengulang praktik yang
sama meskipun hasilnya tidak optimal.

Membaca pola adaptif dan non-adaptif secara reflektif membantu memahami kondisi institusi.
Pola ini menjadi indikator kesehatan relasi dan kapasitas belajar demokrasi lokal.

Dengan pemetaan pola tersebut, peningkatan dapat diarahkan secara lebih realistis. Fokusnya
bukan memaksakan perubahan cepat, tetapi memperluas kapasitas adaptasi secara bertahap.

8.4 Pembelajaran Berulang dalam Praktik DPRD

Pembelajaran merupakan inti dari peningkatan peran DPRD. Pembelajaran tidak terjadi sekali,
melainkan melalui siklus berulang yang melibatkan pengalaman, refleksi, dan penyesuaian
praktik.
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Dalam praktik perwakilan, pembelajaran sering muncul dari situasi konkret: keberhasilan
kebijakan, konflik publik, atau kritik warga. Setiap pengalaman menyediakan informasi untuk
perbaikan jika dibaca secara reflektif.

Pembelajaran berulang mensyaratkan ruang institusional yang aman untuk refleksi. Tanpa
ruang ini, pengalaman cenderung dilupakan atau ditutupi, sehingga peluang belajar hilang.

Pembelajaran juga bersifat kolektif. la tidak hanya terjadi pada individu, tetapi perlu
diintegrasikan ke dalam prosedur, budaya kerja, dan memori institusi. Dokumentasi dan
diskusi internal menjadi bagian penting dari proses ini.

Pendekatan pembelajaran berulang menolak logika kesempurnaan. Kesalahan dipahami
sebagai bagian dari proses belajar, bukan sebagai kegagalan final. Sikap ini memungkinkan
institusi berkembang secara lebih dewasa.

Bab ini menegaskan bahwa praktik DPRD yang belajar adalah praktik yang terbuka terhadap
perubahan. Pembelajaran berulang menjadi fondasi peningkatan peran perwakilan dan
penguatan demokrasi lokal secara berkelanjutan.
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BAB IX — IMPLIKASI METODOLOGIS DAN KEBIJAKAN

Bab ini menempatkan hasil pemetaan relasi personal, sosial, dan institusional sebagai dasar
untuk menarik implikasi metodologis dan kebijakan yang bersifat reflektif. Implikasi tidak
dimaknai sebagai rekomendasi teknokratis yang preskriptif, melainkan sebagai arah
pembelajaran yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai aktor demokrasi lokal, termasuk
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Secara metodologis, riset ini menegaskan pentingnya pergeseran dari pendekatan evaluatif-
indeksatif menuju pendekatan pemetaan relasi. Pengukuran kinerja yang terlalu menekankan
skor dan peringkat berisiko mereduksi kompleksitas praktik perwakilan. Pendekatan relasional
memungkinkan riset menangkap proses, ketegangan, dan dinamika yang tidak terlihat dalam
angka tunggal, sehingga lebih relevan untuk pembelajaran kebijakan.

Implikasi metodologis lainnya adalah penguatan riset publik terapan sebagai proses berulang.
Riset tidak diposisikan sebagai produk akhir yang membekukan realitas, melainkan sebagai
potret sementara yang perlu diperbarui seiring perubahan konteks sosial dan politik. Dengan
demikian, riset menjadi bagian dari siklus belajar demokrasi, bukan alat legitimasi kebijakan
yang final.

Dari sisi kebijakan, temuan riset menunjukkan bahwa peningkatan tugas, fungsi, dan peran
DPRD tidak dapat dicapai melalui intervensi tunggal. Kebijakan yang hanya berfokus pada
peningkatan kapasitas individu atau revisi aturan kelembagaan berisiko tidak efektif jika relasi
sosial dan kepercayaan publik diabaikan. Implikasi kebijakan yang muncul bersifat sistemik
dan menuntut pendekatan lintas-aktor.

Bab ini juga menekankan bahwa kebijakan penguatan DPRD perlu mempertimbangkan warga
sebagai bagian dari sistem kinerja. Literasi kewargaan, kualitas partisipasi, dan ruang dialog
publik merupakan faktor kebijakan yang sama pentingnya dengan penguatan institusi. Dengan
demikian, kebijakan demokrasi daerah tidak hanya menyasar lembaga, tetapi juga ekosistem
sosial yang menopangnya.

Implikasi kebijakan lainnya berkaitan dengan tata kelola institusional. Riset ini menunjukkan
perlunya kebijakan yang mendorong DPRD menjadi institusi pembelajar, dengan ruang refleksi
internal, dokumentasi praktik, dan mekanisme umpan balik yang jelas. Kebijakan semacam ini
membantu mengubah kesalahan dan keterbatasan menjadi sumber pembelajaran, bukan
sumber stigma.

Bab ini juga mengingatkan bahwa implikasi kebijakan tidak selalu berbentuk program baru.
Dalam banyak kasus, implikasi justru berupa penyesuaian cara kerja, perbaikan komunikasi,
dan penguatan konsistensi. Perubahan-perubahan kecil namun berkelanjutan sering kali lebih
berdampak daripada reformasi besar yang tidak berakar pada relasi sosial.

Dengan menempatkan implikasi metodologis dan kebijakan dalam kerangka reflektif, bab ini
menghindari logika “rekomendasi wajib”. Temuan riset disajikan sebagai bahan dialog dan
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pertimbangan, yang dapat diadaptasi sesuai konteks daerah masing-masing. Pendekatan ini
menjaga otonomi aktor lokal sekaligus membuka ruang pembelajaran bersama.

BAB IX menegaskan bahwa kekuatan utama riset publik terapan terletak pada kemampuannya
membantu aktor demokrasi memahami diri mereka sendiri. Implikasi metodologis dan
kebijakan yang ditawarkan bukan peta jalan yang kaku, melainkan kompas reflektif untuk
merawat demokrasi daerah secara lebih dewasa, adaptif, dan bertanggung jawab.

9.1 Dari Indeks ke Potret Relasional

Pendekatan berbasis indeks selama ini digunakan untuk menyederhanakan realitas kinerja
menjadi ukuran yang mudah dibaca. Meskipun berguna untuk perbandingan cepat, indeks
cenderung mereduksi kompleksitas praktik perwakilan dan menutup dinamika relasi yang
melatarinya. Dalam konteks Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, reduksi ini berisiko
menempatkan kinerja sebagai hasil akhir yang terlepas dari proses demokratis.

Peralihan dari indeks ke potret relasional menandai perubahan epistemik. Potret relasional
tidak bertujuan memberi skor, melainkan menggambarkan bagaimana relasi personal, sosial,
dan institusional bekerja dalam praktik. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yanglebih
kaya terhadap sebab, konteks, dan pola yang membentuk kinerja.

Potret relasional juga menghindari logika peringkat yang sering memicu defensivitas. Dengan
menampilkan relasi dan proses, institusi dapat melihat dirinya sendiri tanpa merasa dihakimi.
Hal ini membuka ruang refleksi yang lebih jujur dan dialogis.

Secara metodologis, potret relasional mengakui bahwa realitas demokrasi bersifat dinamis. la
tidak membekukan temuan dalam angka tunggal, tetapi menampilkan variasi, ketegangan,
dan perubahan dari waktu ke waktu. Pendekatan ini lebih sesuai untuk riset publik terapan
yang berorientasi pembelajaran.

Peralihan ini tidak meniadakan data kuantitatif, tetapi menempatkannya sebagai bagian dari
narasi relasional. Angka dibaca sebagai gejala, bukan sebagai kebenaran final. Dengan
demikian, data menjadi pintu masuk diskusi, bukan penutup perdebatan.

Bab ini menegaskan bahwa potret relasional memberikan dasar metodologis yang lebih etis
dan kontekstual. la membantu memahami kinerja DPRD sebagai cerminan kualitas relasi
demokratis, bukan sekadar capaian administratif.

9.2 Riset sebagai Cermin bagi DPRD dan Warga

Riset publik terapan dalam kerangka ini diposisikan sebagai cermin, bukan alat penilai. Cermin
memungkinkan aktor melihat dirinya sendiri sebagaimana adanya, dengan kelebihan dan
keterbatasan yang menyertainya. Bagi DPRD dan warga, cermin ini menjadi sarana refleksi
bersama.

Sebagai cermin, riset tidak berbicara dengan nada menggurui. la menyajikan potret relasi yang
memungkinkan DPRD memahami bagaimana praktiknya dipersepsikan dan dialami oleh
|
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warga. Pada saat yang sama, warga diajak melihat perannya sendiri dalam membentuk
kualitas perwakilan.

Pendekatan ini menghindari relasi asimetris antara peneliti dan objek riset. Riset tidak berdiri
di luar sistem demokrasi, melainkan menjadi bagian dari proses sosial yang dipelajarinya.
Dengan demikian, hasil riset bersifat dialogis.

Cermin riset juga membantu mengidentifikasi area yang selama ini tidak terlihat. Ketegangan,
miskomunikasi, dan praktik simbolik dapat muncul sebagai refleksi yang perlu dibaca bersama,
bukan disembunyikan.

Bagi DPRD, riset sebagai cermin membuka peluang pembelajaran institusional. Bagi warga, ia
memperkuat kesadaran bahwa demokrasi perwakilan adalah relasi timbal balik, bukan
layanan sepihak. Kedua pihak dihadapkan pada tanggung jawab kolektif.

Bab ini menegaskan bahwa nilai utama riset terletak pada kemampuannya memfasilitasi
refleksi. Cermin yang jujur membantu demokrasi lokal belajar dari dirinya sendiri.

9.3 Implikasi bagi Penguatan Demokrasi Daerah

Implikasi riset ini bagi demokrasi daerah bersifat sistemik. Penguatan demokrasi tidak cukup
dilakukan melalui perbaikan prosedur atau penambahan program, tetapi memerlukan
perbaikan kualitas relasi antara institusi dan warga.

Temuan relasional menunjukkan bahwa legitimasi demokrasi daerah sangat bergantung pada
kepercayaan publik. Kepercayaan tumbuh dari pengalaman interaksi yang konsisten dan
transparan, bukan dari klaim keberhasilan semata. Kebijakan penguatan demokrasi perlu
menaruh perhatian pada aspek ini.

Implikasi lainnya adalah pentingnya memperkuat kapasitas dialog publik. Demokrasi daerah
yang matang menyediakan ruang bagi perbedaan dan ketegangan untuk dibahas secara
terbuka. Tanpa ruang dialog, konflik cenderung terpendam atau meledak secara destruktif.

Riset ini juga menunjukkan bahwa penguatan demokrasi daerah menuntut institusi yang mau
belajar. DPRD dan pemerintah daerah perlu memandang kesalahan dan keterbatasan sebagai
bagian dari proses, bukan sebagai aib yang harus ditutupi.

Bagi warga, implikasinya adalah penguatan literasi kewargaan. Partisipasi yang bermakna
membutuhkan pemahaman konteks kebijakan dan kesediaan terlibat secara berkelanjutan.
Demokrasi daerah tidak dapat bekerja tanpa warga yang sadar perannya.

Dengan demikian, implikasi bagi penguatan demokrasi daerah bersifat kolektif. Riset ini
menyediakan kerangka reflektif untuk menata ulang relasi, bukan resep instan untuk
perbaikan.

9.4 Rekomendasi Reflektif Non-Preskriptif
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Rekomendasi dalam riset ini tidak dirumuskan sebagai daftar instruksi teknis. Pendekatan
preskriptif sering kali mengabaikan konteks lokal dan kapasitas aktor. Oleh karena itu,
rekomendasi disajikan secara reflektif dan adaptif.

Rekomendasi reflektif bertujuan membuka ruang pertimbangan, bukan menetapkan
kewajiban. la memberi arah pemikiran tentang apa yang perlu diperhatikan dan dipelajari,
tanpa memaksakan satu model solusi. Pendekatan ini menghormati otonomi daerah.

Dalam kerangka ini, rekomendasi berfungsi sebagai bahan dialog. DPRD, pemerintah daerah,
dan masyarakat dapat mendiskusikan temuan riset untuk menentukan langkah yang paling
relevan dengan konteks masing-masing.

Rekomendasi non-preskriptif juga mendorong kepemilikan lokal. Ketika solusi lahir dari
refleksi internal, peluang keberlanjutan lebih besar dibandingkan solusi yang diimpor dari luar.

Pendekatan ini mengakui bahwa perubahan demokratis memerlukan waktu. Rekomendasi
tidak menjanjikan hasil instan, tetapi menekankan konsistensi dan pembelajaran berulang
sebagai kunci perbaikan.

Bab ini menegaskan bahwa rekomendasi reflektif adalah pilihan etis. Sejalan dengan spirit
Wellbeing Institute, riset publik terapan diposisikan sebagai pendamping pembelajaran
demokrasi, bukan sebagai penentu tunggal arah kebijakan.
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BAB X — PENUTUP: MERAWAT DEMOKRASI SEBAGAI TANGGUNG JAWAB BERSAMA,

Bab penutup ini menegaskan kembali bahwa demokrasi daerah bukanlah kondisi yang selesai,
melainkan proses sosial yang terus dibentuk melalui relasi berulang antara warga, institusi,
dan individu yang menjalankan mandat publik. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam keseluruhan buku ini tidak pernah diposisikan sebagai objek penilaian tunggal,
melainkan sebagai cermin kualitas relasi demokratis yang hidup di tingkat lokal.

Seluruh rangkaian bab sebelumnya menunjukkan bahwa tugas pokok, fungsi, dan peran DPRD
tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial yang menopangnya. Relasi personal, sosial, dan
institusional saling berkelindan membentuk praktik perwakilan sehari-hari. Ketika salah satu
relasi melemah, praktik demokrasi ikut terpengaruh, meskipun aturan dan struktur formal
tetap berjalan.

Bab ini menolak gagasan bahwa perbaikan demokrasi dapat dibebankan pada satu aktor saja.
DPRD tidak bekerja dalam ruang hampa, sebagaimana warga tidak berada di luar sistem
demokrasi. Hak warga menjadi energi bagi perwakilan, sementara kewajiban warga menjaga
kualitas partisipasi menjadi prasyarat keberlanjutan demokrasi itu sendiri. Dalam pengertian
ini, demokrasi adalah kerja kolektif, bukan layanan sepihak.

Riset publik terapan yang digunakan dalam buku ini diposisikan sebagai bagian dari proses
merawat demokrasi. Riset tidak hadir untuk menetapkan vonis, melainkan untuk membantu
semua pihak melihat dirinya sendiri secara lebih jujur. Dengan membaca pola relasi, riset
berfungsi sebagai pengingat bahwa demokrasi membutuhkan ruang refleksi agar tidak
terjebak dalam rutinitas formal yang kehilangan makna.

Merawat demokrasi juga berarti menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari proses.
Ketegangan antara aturan dan realitas, antara harapan dan kapasitas, serta antara partisipasi
dan apatisme bukanlah anomali yang harus disangkal. la adalah sinyal bahwa demokrasi
sedang bekerja dan membutuhkan perhatian, pembelajaran, serta penyesuaian berkelanjutan.

Bab penutup ini menegaskan bahwa peningkatan peran DPRD tidak dapat dilepaskan dari
penguatan institusi sebagai lingkungan belajar. Institusi yang mampu belajar adalah institusi
yang bersedia membuka diri terhadap kritik, mendokumentasikan pengalaman, dan
mengubah praktik berdasarkan refleksi bersama. Tanpa sikap ini, demokrasi mudah membeku
dalam formalitas.

Bagi warga masyarakat, merawat demokrasi berarti melampaui partisipasi sesaat menuju
keterlibatan yang sadar dan berkelanjutan. Demokrasi tidak hanya hadir pada momen
elektoral atau saat konflik mencuat, tetapi dalam praktik keseharian dialog, pengawasan, dan
kesediaan untuk memahami kompleksitas kebijakan publik.

Bab ini juga menegaskan posisi etis Wellbeing Institute dalam keseluruhan karya ini. Buku ini
tidak ditulis untuk menunjukkan kekurangan aktor demokrasi, melainkan untuk menjaga agar
praktik perwakilan tetap berada dalam jalur pembelajaran sosial yang manusiawi dan
bertanggung jawab.
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Dengan demikian, penutup ini bukan akhir dari pembahasan, melainkan undangan untuk
melanjutkan proses belajar demokratis. Demokrasi daerah tidak dirawat melalui kesimpulan
final, tetapi melalui kesediaan bersama untuk terus mendengar, memahami, dan
memperbaiki relasi yang membentuk kehidupan publik.

BAB X menegaskan satu hal utama: demokrasi yang sehat tidak lahir dari kesempurnaan
institusi, melainkan dari tanggung jawab bersama untuk merawat relasi yang membuat
institusi itu bermakna.

10.1 Kinerja DPRD sebagai Refleksi Relasi Kolektif

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam keseluruhan buku ini dipahami bukan
sebagai capaian institusi yang berdiri sendiri, melainkan sebagai refleksi dari relasi kolektif
yang membentuk demokrasi daerah. Kinerja tidak hadir secara otonom, tetapi lahir dari
interaksi berulang antara individu, institusi, dan warga masyarakat.

Pembacaan kinerja sebagai refleksi relasi kolektif menolak logika penyederhanaan yang
mencari aktor tunggal untuk dipuji atau disalahkan. Dalam demokrasi perwakilan,
keberhasilan dan keterbatasan selalu merupakan hasil kerja bersama—baik yang disadari
maupun yang tidak disadari.

Relasi kolektif tersebut mencakup cara warga menggunakan haknya, cara DPRD merespons
aspirasi, serta cara institusi menyediakan ruang dan dukungan sistem. Ketika salah satu relasi
melemah, refleksinya tampak pada kinerja lembaga perwakilan, meskipun struktur formal
tetap berjalan.

Pendekatan ini membantu melihat bahwa kritik terhadap kinerja DPRD sejatinya juga
merupakan kritik terhadap kualitas relasi demokratis secara keseluruhan. Kritik tidak lagi
berhenti pada “apa yang kurang”, tetapi bergerak ke pertanyaan “relasi apa yang belum
bekerja”.

Dengan memahami kinerja sebagai refleksi relasi kolektif, ruang perbaikan menjadi lebih luas
dan adil. Perbaikan tidak dibebankan pada individu semata, tetapi diarahkan pada penguatan
relasi yang menopang praktik perwakilan.

Subbab ini menegaskan bahwa kinerja DPRD adalah cermin demokrasi lokal. Apa yang tampak
padainstitusi perwakilan sesungguhnya adalah pantulan dari cara demokrasi dijalani bersama
di tingkat daerah.

10.2 Warga dan DPRD dalam Siklus Pembelajaran Demokratis

Demokrasi daerah bekerja melalui siklus pembelajaran yang melibatkan warga dan DPRD
secara timbal balik. Warga belajar dari praktik perwakilan yang mereka alami, sementara
DPRD belajar dari respons, kritik, dan partisipasi warga yang muncul dalam keseharian
demokrasi.
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Siklus pembelajaran ini tidak selalu berjalan mulus. la sering ditandai oleh ketegangan,
kesalahpahaman, dan kekecewaan. Namun, justru dalam dinamika inilah pembelajaran
demokratis menemukan momentumnya, jika tersedia ruang refleksi yang memadai.

Warga yang melihat bahwa suaranya didengar—meskipun tidak selalu dikabulkan—
cenderung membangun kepercayaan dan keterlibatan jangka panjang. Sebaliknya, DPRD yang
mampu membaca kritik sebagai informasi, bukan ancaman, memiliki peluang lebih besar
untuk memperbaiki praktiknya.

Siklus pembelajaran demokratis juga menuntut waktu. la tidak dapat dipercepat hanya
dengan kebijakan atau forum partisipasi sesaat. Pembelajaran membutuhkan konsistensi
interaksi dan kejelasan tindak lanjut agar pengalaman demokrasi memiliki makna.

Dalam kerangka ini, apatisme warga tidak dibaca sebagai kegagalan moral, melainkan sebagai
tanda siklus pembelajaran yang terputus. Tugas demokrasi adalah menyambung kembali
siklus tersebut melalui relasi yang lebih terbuka dan jujur.

Subbab ini menegaskan bahwa demokrasi daerah tumbuh melalui pembelajaran bersama.
Warga dan DPRD bukan pihak yang saling berhadapan, melainkan mitra dalam proses belajar
demokratis yang berkelanjutan.

10.3 Peran Riset Publik Terapan ke Depan

Riset publik terapan dalam buku ini diposisikan sebagai bagian dari ekosistem pembelajaran
demokrasi, bukan sebagai instrumen penilaian final. Ke depan, peran riset semakin penting
dalam membantu aktor demokrasi membaca kompleksitas relasi yang sering luput dari
perhatian kebijakan.

Riset tidak dimaksudkan untuk menggantikan proses politik, tetapi untuk memperkaya
pemahaman atasnya. Dengan memetakan relasi personal, sosial, dan institusional, riset
membantu mengungkap pola yang memengaruhi praktik perwakilan secara tidak langsung.

Ke depan, riset publik terapan perlu dipahami sebagai proses berulang. Setiap temuan bukan
akhir, melainkan titik awal refleksi baru. Dalam konteks demokrasi yang dinamis, riset harus
siap diperbarui, diperdebatkan, dan dikoreksi.

Peran riset juga bersifat mediatif. Riset dapat menjadi jembatan dialog antara DPRD,
pemerintah daerah, dan warga, dengan menyediakan bahasa reflektif yang tidak menghakimi.
Dalam peran ini, riset membantu menurunkan tensi politik dan membuka ruang percakapan
substantif.

Namun, peran ini hanya mungkin jika riset dijaga independensinya dan kerendahan hatinya.
Ketika riset berubah menjadi alat legitimasi atau senjata politik, fungsi pembelajarannya
hilang.
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Subbab ini menegaskan bahwa masa depan riset publik terapan terletak pada kemampuannya
merawat proses belajar demokratis, bukan pada klaim kebenaran tunggal atau kepastian
kebijakan.

10.4 Catatan Akhir: Demokrasi dan Seni Memaknai Data

Catatan akhir ini menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya membutuhkan data, tetapi juga
kebijaksanaan dalam memaknainya. Data tanpa konteks sosial dan relasi manusia berisiko
disalahgunakan atau disederhanakan secara berlebihan.

“Seni memaknai data” berarti membaca angka sebagai gejala sosial, bukan sebagai vonis.
Dalam konteks kinerja DPRD, data perlu dibaca bersama pengalaman warga, praktik
institusional, dan dinamika politik lokal agar tidak kehilangan makna demokratisnya.

Pendekatan ini menolak absolutisme data. Angka tidak diposisikan sebagai kebenaran final,
melainkan sebagai bahan dialog dan refleksi. Dengan cara ini, data justru memperkuat
demokrasi, bukan menutup ruang perdebatan.

Seni memaknai data juga menuntut kerendahan hati metodologis. Tidak semua yang penting
dapat diukur, dan tidak semua yang terukur sepenuhnya penting. Kesadaran ini menjaga agar
riset tetap manusiawi dan bertanggung jawab.

Dalam demokrasi daerah, data yang dimaknai secara reflektif dapat membantu memperbaiki
relasi, bukan memperuncing konflik. Data menjadi alat belajar bersama, bukan alat saling
menyalahkan.

Sebagai penutup, subbab ini menegaskan pesan utama buku: demokrasi dirawat bukan oleh
kesempurnaan data atau institusi, tetapi oleh kesediaan bersama untuk memahami, belajar,
dan memaknai realitas secara jujur dan rendah hati.
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1.

2.

8.

9.

Berikut struktur dan sistematika komponen objek kajian (S) yang tepat sesuai mandat
Anda, dengan:

Objek (S): Tupoksi, fungsi, dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (sebagai
institusi)

3 Dimensi (Di) = materi fungsi DPRD
9 Variabel (Xi) = turunan substansi tiap fungsi

190 Indikator X(i,j) = praktik, proses, dan keluaran fungsi (+10 indikator per
variabel)

Tanpa bobot, tanpa narasi evaluatif — murni struktur objek kajian.

STRUKTUR OBIJEK KAIJIAN (S)
Tupoksi, Fungsi, dan Peran DPRD (Institusional)
DIMENSI D1 — FUNGSI LEGISLASI DPRD

X1.1 Perencanaan Legislasi Daerah

X(1,1) Keberadaan Prolegda tahunan

X(1,2) Keterpaduan Prolegda dengan RPJMD

X(1,3) Keterlibatan publik dalam perencanaan legislasi
X(1,4) Sinkronisasi Prolegda dengan regulasi nasional
X(1,5) Kejelasan prioritas legislasi

X(1,6) Ketersediaan naskah akademik

X(1,7) Penggunaan data dan kajian dalam perencanaan
X(1,8) Koordinasi antar-alat kelengkapan DPRD

X(1,9) Konsistensi antara rencana dan realisasi Prolegda

10. X(1,10) Dokumentasi dan transparansi Prolegda

X1.2 Proses Pembahasan dan Pembentukan Perda
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1. X(2,1) Mekanisme pembahasan perda

2. X(2,2) Keterbukaan rapat pembahasan

3. X(2,3) Partisipasi pemangku kepentingan

4. X(2,4) Kualitas argumentasi legislasi

5. X(2,5) Penggunaan data dan kajian pendukung

6. X(2,6) Konsistensi antar-pasal

7. X(2,7) Pengelolaan perbedaan pendapat

8. X(2,8) Koordinasi dengan eksekutif

9. X(2,9) Kepatuhan prosedural pembentukan perda

10. X(2,10) Ketepatan waktu penyelesaian perda

X1.3 Implementasi dan Evaluasi Produk Legislasi
1. X(3,1) Sosialisasi perda kepada publik
2. X(3,2) Kejelasan substansi perda
3. X(3,3) Kesesuaian perda dengan kebutuhan daerah
4. X(3,4) Pemantauan implementasi perda
5. X(3,5) Mekanisme evaluasi pasca-penetapan
6. X(3,6) Respons DPRD terhadap masalah implementasi
7. X(3,7) Koordinasi evaluasi dengan eksekutif
8. X(3,8) Perbaikan atau revisi perda bermasalah
9. X(3,9) Dokumentasi hasil evaluasi

10. X(3,10) Transparansi hasil evaluasi legislasi

DIMENSI D2 — FUNGSI KEUANGAN / ANGGARAN DPRD
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X2.1 Pembahasan dan Penetapan APBD
1. X(4,1) Keterlibatan DPRD dalam KUA-PPAS
2. X(4,2) Konsistensi APBD dengan RPJMD
3. X(4,3) Pemahaman struktur anggaran
4. X(4,4) Transparansi proses pembahasan APBD
5. X(4,5) Partisipasi publik dalam pembahasan anggaran
6. X(4,6) Penggunaan data fiskal dan kinerja
7. X(4,7) Pengelolaan perbedaan kepentingan
8. X(4,8) Ketepatan waktu penetapan APBD
9. X(4,9) Dokumentasi proses anggaran

10. X(4,10) Akses publik terhadap dokumen APBD

X2.2 Pengawalan Prioritas dan Alokasi Anggaran
1. X(5,1) Kejelasan prioritas anggaran
2. X(5,2) Kesesuaian alokasi dengan kebutuhan publik
3. X(5,3) Perlindungan kelompok rentan dalam anggaran
4. X(5,4) Konsistensi alokasi lintas tahun
5. X(5,5) Penanganan usulan aspirasi anggaran
6. X(5,6) Rasionalitas perubahan anggaran
7. X(5,7) Pengendalian kepentingan sektoral
8. X(5,8) Koordinasi lintas komisi
9. X(5,9) Transparansi perubahan anggaran

10. X(5,10) Evaluasi manfaat anggaran
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X2.3 Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
1. X(6,1) Pembahasan laporan realisasi anggaran
2. X(6,2) Pemahaman temuan audit
3. X(6,3) Tindak lanjut rekomendasi BPK
4. X(6,4) Pengawasan penggunaan anggaran
5. X(6,5) Transparansi laporan keuangan
6. X(6,6) Respons terhadap penyimpangan anggaran
7. X(6,7) Koordinasi evaluasi dengan eksekutif
8. X(6,8) Dokumentasi hasil evaluasi keuangan
9. X(6,9) Komunikasi hasil evaluasi ke publik

10. X(6,10) Perbaikan tata kelola anggaran

DIMENSI D3 — FUNGSI PENGAWASAN DPRD
X3.1 Perencanaan dan Agenda Pengawasan
1. X(7,1) Keberadaan agenda pengawasan tahunan
2. X(7,2) Kesesuaian agenda dengan isu strategis
3. X(7,3) Penggunaan data dalam penentuan objek pengawasan
4. X(7,4) Koordinasi antar-alat kelengkapan
5. X(7,5) Keterlibatan publik dalam penentuan isu
6. X(7,6) Kejelasan tujuan pengawasan
7. X(7,7) Penjadwalan pengawasan
8. X(7,8) Dokumentasi rencana pengawasan

9. X(7,9) Transparansi agenda pengawasan

10. X(7,10) Konsistensi pelaksanaan agenda
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X3.2 Pelaksanaan Pengawasan Program dan Kebijakan
1. X(8,1) Mekanisme pengawasan lapangan
2. X(8,2) Pemanggilan dan pendalaman keterangan
3. X(8,3) Penggunaan data kinerja
4. X(8,4) Pengelolaan temuan pengawasan
5. X(8,5) Independensi dalam pengawasan
6. X(8,6) Respons terhadap keluhan publik
7. X(8,7) Koordinasi dengan lembaga pengawas lain
8. X(8,8) Dokumentasi hasil pengawasan
9. X(8,9) Transparansi proses pengawasan

10. X(8,10) Konsistensi tindak lanjut

X3.3 Tindak Lanjut dan Dampak Pengawasan
1. X(9,1) Rekomendasi hasil pengawasan
2. X(9,2) Pemantauan tindak lanjut eksekutif
3. X(9,3) Kejelasan status rekomendasi
4. X(9,4) Penggunaan pengawasan untuk perbaikan kebijakan
5. X(9,5) Komunikasi hasil pengawasan ke publik
6. X(9,6) Evaluasi efektivitas pengawasan
7. X(9,7) Pembelajaran kelembagaan dari pengawasan
8. X(9,8) Integrasi hasil pengawasan ke perencanaan

9. X(9,9) Dokumentasi dampak pengawasan

10. X(9,10) Konsistensi pengawasan berulang
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Kode

X1.1

X1.2

X1.3

Kode

X2.1

X2.2

X2.3

Catatan Penegasan

Di = fungsi DPRD (materi substantif)

Xi = aspek praktik institusional fungsi

X(i,j) = indikator proses, bukan skor moral

Struktur ini siap langsung diturunkan ke instrumen survei, FGD, atau audit reflektif.
Struktur Dimensi (Di), Variabel (Xi), dan Bobot

DIMENSI D1 — FUNGSI LEGISLASI DPRD

Bobot Dimensi: 30%

Total D1

Rasional singkat: legislasi penting secara normatif, tetapi secara praktik sebagian
kewenangan bersifat ko-produktif dengan eksekutif.

DIMENSI D2 — FUNGSI KEUANGAN / ANGGARAN DPRD

Bobot Dimensi: 30%

Total D2

Variabel (Xi) Bobot
Perencanaan Legislasi Daerah (Prolegda) 10%
Proses Pembahasan dan Pembentukan Perda 12%
Implementasi dan Evaluasi Produk Legislasi 8%

30%

Variabel (Xi) Bobot
Pembahasan dan Penetapan APBD 12%
Pengawalan Prioritas dan Alokasi Anggaran 10%

Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 8%

30%
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Rasional singkat: fungsi anggaran krusial, tetapi pengaruh DPRD lebih kuat pada fase
pembahasan dibanding eksekusi.

DIMENSI D3 — FUNGSI PENGAWASAN DPRD

Bobot Dimensi: 40% W

Kode Variabel (Xi) Bobot
X3.1 Perencanaan dan Agenda Pengawasan 12%
X3.2 Pelaksanaan Pengawasan Program dan Kebijakan 15%
X3.3 Tindak Lanjut dan Dampak Pengawasan 13%
Total D3 40%
Rasional singkat:

pengawasan adalah fungsi pembeda utama DPRD dalam sistem demokrasi daerah dan
penyangga akuntabilitas eksekutif.

Rekapitulasi Bobot Keseluruhan
e Legislasi (D1): 30%
e Keuangan/Anggaran (D2): 30%

e Pengawasan (D3): 40%
Total: 100%

Catatan Metodologis Penting
e Bobot tidak pro rata untuk menegaskan prioritas fungsi pengawasan.
¢ Xiadalah variabel substantif institusional, bukan indikator personal.

e Strukturini langsung kompatibel dengan +90 indikator X(i,j) (£10 indikator per Xi)
tanpa perubahan bobot.
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